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BABI 
PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANG 
Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi Negara 

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam 

yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar 

dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi 

itu belum rnampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor 

pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju 

pembangunan global dewasa ml. 

Pegawal Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan 

dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai 

dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam 

berbagal sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan 

peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang 

mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu 

melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat 

membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu 

dilaksanakan pembinaan melalul jalur pelatihan. 

Selama mi pelatihan pembentukan CPNS dilakukan melalui 

pendidikan dan pelatihan, dimana praktik penyelenggaraan pelatihan yang 

pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS 

yang kuat dan profesional. Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) 

dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, 

CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses 

pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, 

semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter 

kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat 
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profesionalisme serta kompetensi bidang. Penulis telah mengikuti 

pembelajaran kiasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan yang nantinya 

akan memadukan Pelatihan di tempat Pelatihan maupun di tempat kerja, 

sehingga memungkinkan Penulis mampu menginternalisasi, menerapkan, 

dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), 

dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam diri sebagai karakter 

PNS yang profesional sesuai bidang tugas. 

Penulis teish bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pada unit 

kerja Perancangan Undang-Undang sebagal Perancang Peraturan 

Perundang-undangan Ahli Pertama. Selama bekerja, Penulis menemukan 

beberapa kondisi yang belum efektif sehingga tugas dan fungsi Penulis 

belum berjalan secara optimal. Salah satunya adalah terkait dengan 

belum optimalnya pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam 

Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) yang menyebabkan tidak 

terlaksananya dengan baik salah satu tugas Penulis dalam 

mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik dan 

rancangan udang-undang. 

Adapun partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan dan peran 

dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. 

Partisipasi dapat didefinisikan secara umum sebagai kegiatan seseorang 

atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan 

politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin negara serta secara 

langsung maupun tidak Iangsung mempengaruhi kebijakan pemerintah 

(public policy) (Budiardjo 2013). Samuel P. Huntington dan Joan M. 

Nelson (1994:17) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga 

negara sipil (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan 

keputusan oleh pemerintah. 

Kata partisipasi menyiratkan menyiratkan adanya peran serta atau 

keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan mempengaruhi) masyarakat 
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dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan mulal 

dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan (KBBI 

2011). Oleh sebab itu partisipasi masyarakat termasuk dalam partisipasi 

politik (Halim dan Putera 2010). Dalam partisipasi publik, pengambilan 

kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk 

mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat, karena di 

negara-negara demokrasi partisipasi warga negara dalam proses 

kebijakan merupakan hal yang Iaizm. Tanpa adanya partisipasi, niscaya 

demokrasi tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negara sampal 

kapan pun (Handoyo 2008). 

Partisipasi masyarakat merupakan prasayarat dan representasi dan 

terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Dalam pemerintahan yang 

tak disertal partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi, demokrasi 

niscaya tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negaranys. Untuk 

itu, sebuah pemerintahan yang baik perlu berupaya meningkatkan arus 

informasi, akuntabilitas, memberkan perlindungan kepada masyarakat 

serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang terimbas kebijakan publik. 

OIeh sebab itu, sebagai salah satu prinsip good governance dan 

wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam wujud pengambilan 

kebijakan publik harus terjamin dalam konstitusi atau peraturan 

perundang-undangan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ('UU 12/2011") dalam 

ketentuan Pasal 96 ayat (1) telah mengakomodir jaminan partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

menyatakan sebagai berikut: 

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau 

tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". 

Demokrasi partisipatoris diharapkan menjamin terwujudnya produk 

undang-undang yang responsif, karena masyarakat turut menyusun dan 
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membidani lahirnya suatu undang-undang. Adanya partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan undang-undang ini akan menjadikan masyarakat 

lebih dipentingkan dan pemerintah lebih tanggap dalam proses demokrasi, 

sehingga melahirkan pemerintahan yang bermoral dan warga negara 

yang bertanggung jawa (Huntington 1994:25). 

Undang-undang tidak dibuat dalam ruang yang hampa tetapi dalam 

dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. 

Artinys, masyarakat yang akan dituju oleh suatu undang-undang 

menghadapi berbagai keterbatasan dalam menerima kehadirannya 

(Saldiman 2001:5). Suatu undang-undang yang dibuat secara sepihak 

oleh legislatif sangat mungkin kehadirannya akan ditolak karena 

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di sinilah arti penting masyarakat 

dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. 

Tuntutan demokrasi partisipatoris melibatkan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan publik telah menjadi isu penting dalam 

konteks global dewasa mi. Di Indonesia di mana yang dianut adalah 

sistem demokrasi, wacana tentang partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan publik mi telah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dalam proses berdemokrasi. Peran berbagai elemen 

masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menciptakan demokrasi 

partisipatoris. 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa perlu dilakukannya 

optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang 

(SIMAS PUU) baik dari sisi keaktifan para Perancang Undang-Undang 

dalam melakukan pengunggahan draft Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang dalam SIMAS PUU hingga tindak lanjut dari partisipasi 

masyarakat yang masuk sehingga dapat terwujudnya peran masyarakat 

yang partisipatifdalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-
UNDANG 

Unit kerja Penulis berada di Pusat Perancangan Undang-Undang 

(Pusat PUU), yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana termaktub 

dalam ketentuan Pasal 291 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia sebagai berikut: 

Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Perancangan 

Undang-Undang; 

Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat 

Perancangan Undang-Undang; 

Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 

Perancangan Undang-Undang; 

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di Iingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang; 

Penylapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

Perancangan Undang-Undang; 

Pelaksanaan dukungan evaluasi Perancangan Undang-Undang; 

Pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang; 

Penulisan Laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang; 

dan 

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan 

Keahlian. 

Selain menjalankan fungsi sebagaimana tercantum diatas, Pusat 

Perancangan Undang-Undang juga melaksanakan dukungan 

Perancangan Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 

Peraturan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor I tahun 2015 

5 



tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, meliputi: 

Penylapan Naskah Program Legislasi Nasional; 

Penyiapan Naskah Akademik RUU; 

Penyiapan Penulisan RUU; dan 

Pendampingan pembahasan RUU. 

Adapun struktur organisasi Pusat Perancangan Undang-Undang 

sebagai berikut: 

Gambar LA.1 Struktur Organisasi Pusat Perancangan 

Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 
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2. VlSI MISI KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

VlSI 

"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang seba gal Organisasi 

Pendukung Dewan Pe,wakllan Rakyat Repub/ik Indonesia (DPR RI) 

Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Pro fesional, 

Akuntabel dan Berkualitas" 

MISI 

memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan 

Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi 

legislasi dewan; dan 

memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai. 

3. RINCIAN KEGIATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI PERTAMA 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 41/KEP/M.PAN!12/2000 

tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 

Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

Dan Angka Kreditnya, rincian kegiatan Perancang Pertama, adalah 

sebagai berikut: 

mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul 

prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan; 

mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan 

peraturan perundang- undangan dari unit teknis; 
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mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka 

penyusunan 	paling 	sedikit 	meliputi: 	program 	legislasi 

nasional/program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, 

program penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, program 

penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, program penyusunan 

Rancangan Peraturan Lembaga, program legislasi daerah/program 

pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, penetapan 

prioritas tahunan; 

mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan; 

merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat 

kesulitan I; 

mengumpulkan 	data 	dalam 	rangka 	pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan 

perundang-undangan; 

merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan 

tingkat kesulitan I; 

I. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan 

Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam 

N eg e ruG u bern u r; 

mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan; 

I. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-

undangan tingkat kesulitan I; 

m. menyusun notula/risalah rapat dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan, 	perjanjian 	internasional, 	persetujuan 

internasional, 	memorandum 	of 	understanding, 	kontrak 



internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, 

pengujian peraturan perundang-undangan; 

mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi peraturan 

perundang-undangan; 

merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan 

tingkat kesulitan I; 

mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi 

Iangsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan 

hukum di daerah; 

mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum 

daerah; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, 

Instruksi/Keputusan 	Presiden, 	Instruksi/Keputusan/Petunjuk 

Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan 

Lembaga 	Pemerintah 	Non kementerian/Lembaga 	Negara, 

Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perjanjian 

internasional; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan persetujuan 

intern a Si Ofl al; 

U. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan memorandum of 

understanding; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak 

internasional; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak 

nasional/perjanjian kerja sama; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan dan 

kesimpulan Pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat atas 

permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di 

Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji 
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Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung serta gugatan dan 

jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; 

mengumpulkan data dalarn rangka penyusunan somasi; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan legal opinion; 

as. mengumpulkan data dalam rangka memberikan mediasi langsung 

bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum; 

bb.menyusun laporan hasil mediasi. 

4. KONDISI SAAT IN! (EXISTING CONDITION) 

Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS 

PUU) merupakan program dari Pusat Perancangan Undang-Undang 

berupa website dengan alamat http://pusatpuu.dpr.qo.id/simas-puu/index  

yang dibuat guns mewujudkan pembentukan undang-undang yang 

partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif melalui 

beberapa instrumen, sebagai berikut: 

Penyusunan database stakeholder yang meliputi data kepakaran, 

ketokohan, lembaga kemasyarakatan umum, atau yang terdaftar 

serta mitra strategis yang telah melakukan MOU dengan Badan 

Keahlian DPR RI. 

Menginformasikan kepada publik rencana penyusunan Naskah 

Akademik dan draft RUU di Badan Keahllan DPR RI. 

Menyampaikan masukan masyarakat secara tersistematis dan 

terstruktur terhadap Naskah Akademik dan RUU yang sedang 

dish ap ka n. 

Pengolahan masukan masyarakat secara transparan, akuntabel, 

efisien serta berintegritas. 

Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil 

dari pengolahan masukan serta tindak Ianjutnya. 
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Adapun rencana penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang yang saat ini ada di website SIMAS PUU adalah sebagal 

berikut: 

Gambar I.A.2. ScreenshootTampilan daftar NA pada SIMAS PUU 
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Gambar I.A.3. ScreenshootTampilan daftar RUU pada SIMAS PUU 
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Sedangkan daftar RUU tahap penyusunan adalah sebagai berikut: 

Gambar LA.4. Daftar RUU Tahap Penyusunan Pada Masa Sidang IV 
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Dari ketiga gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

ketidaksesuaian Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang 

yang ada di SIMAS PUU dengan Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang yang sedang disusun saat mi. Kondisi saat mi 

mengakibatkan masyarakat tidak dapat memberikan partisipasinya pada 

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun 

oleh Perancang Undang-Undang. 

Lebih lanjut, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang 

yang telah diunggah di SIMAS PUU belum diketahui statusnya apakah 

sudah ada perubahan atau belum. Apabila sudah ada perubahan 

sepatutnya juga dilakukan pengunggahan ulang Naskah Akademik dan 

Rancangan Undang-Undang sesuai dengan yang sedang disusun saat ini. 

Kemudian, pada kondisi saat mi tidak terdapat tindak lanjut dan 

Perancang Undang-Undang bagi masyarakat yang telah 
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menyampaikan tanggapannya atas Naskah Akademik atau 

Rancangan Undang-Undang pada SIMAS PUU sehingga alur 

partisipasi masyarakat berhenti pada tahap sebatas ada masukan 

dari masyarakat saja tetapi tidak ada tindak Ianjutnya. 

KONDISI IDEAL (IDEAL CONDITION) 
Kondisi idealnya adalah adanya kesesuaian antara Naskah 

Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang diunggah di SIMAS 

PUU dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang 

yang sedang disusun oleh Perancang Undang - Undang agar 

masyarakat bisa berpartisipasi Iangsung dalam perancangan Naskah 

Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun. Kondisi 

ideal selanjutnya adalah adanya bentuk konkrit tindak lanjut 

tanggapan yang masuk pada SIMAS PUU oleh para Perancang 

Undang-Undang. 

GAP ANALYSIS 

Antara existing condition dan ideal condition dan terdapat gap atau 

jarak yaitu tidak terlaksananya program Partisipasi Masyarakat dalam 

Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) dikarenakan belum 

optimalnya pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang yang sedang disusun dan belum tersedianya tindak lanjut dan 

tanggapan masyarakat yang masuk di SIMAS PUU. 

IDENTIFIKASI ISU 

1) Belum optimalnya pelaksanaan program Partisipasi Masyarakat 

dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU). 

Uralan: 

a. Sampai saat mi, SIMAS PUU belum dikelola dengan balk karena 

tidak berjalannya pengunggahan draft NA dan RUU sehingga 
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masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya pada NA dan 

RUU yang sedang disusun saat mi. 

Belum optimalnya SIMAS PUU juga menyulitkan Perancang 

Undang-Undang dalam mengumpulkan data terkait partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan undang-undang. 

Isu mi menyangkut hajat hidup orang banyak karena berdarnpak 

pada optimalisasi peran masyarakat dalam penyusunan undang-

undang. 

Isu mi juga memHiki relevansi dengan tugas dan fungsi Perancang 

dalam mengumpulkan data daam rangka menyiapkan naskah 

akademik dan 	penyusunan rancangan peraturan perundang- 

undangan. 

2) Belum terbakukannya konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) 

terkait pengerjaan penyusunan perubahan undang-undang yang 

diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi 

Uraian: 

Sampai saat mi belum terdapat konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pengerjaan penyusunan perubahan undang-

undang yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 

Dengan tidak terdapatnya konsep Standar Operasional Prosedur 

(SOP) terkait isu mi, menyebakan tidak seragamnya alur 

penyusunan perubahan undang-undang yang diamanatkan oleh 

putusan Mahkamah Konstitusi. 

Isu mi menjadi problem bagi Perancang Undang-Undang daam 

menyusun perubahan undang-undang yang diamanatkan oleh 

putusan Mahkamah Konstitusi. 

Isu mi juga memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Perancang 

dalam mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah 
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akademik dan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan. 

3) Belum terlaksananya penggunaan fitur track changes dalam 

penyusunan draft Naskah Akademik maupun Rancangan Undang-

Undang. 

Uraian: 

Sampai saat ml penyusunan draft Naskah Akademik dan 

Rancangan Undang-Undang tidak menggunakan fitur track 

changes sehingga menjadi tidak efisien. 

Menyulitkan Perancang karena harus membuat tabel perubahan 

sehingga menjadi membingungkan. 

Isu mi menjadi problem bagi perancang undang-undang dalam 

menyusun Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-

Undang. 

Isu ml juga memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Perancang 

dalam mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah 

akademik dan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan. 

8. TEKNIS ANALISIS USG 

Tabel l.A.1 Teknis Analisis USG 

No. I 	 Isu 	 I U I S I G I Total I Ranking 

1. 	Belum 	optimalnya 	pelaksanaan 
program Partisipasi Masyarakat dalam 	

4 	4 	14 	1 
Perancangan Undang-Undang (SIMAS 
PUU). 

U ra ian 

Urgency (U): Isu ml sangat mendesak karena tingginya keinginan masyarakat 
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No. 	 Isu 	 U I S I G I Total I Ranking 

untuk terlibat dalam perancangan undang-undang melalui penyampaian aspirasi 
Iangsung pada Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang terkait. 

Seriousness (S): Isu mi serius untuk diselesaikan karena hak masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam perancangan undang-undang telah diatur dalam UU 12/2011 
sehingga apabila isu ini tidak diselesaikan dapat mencederai hak masyarakat 
untuk berpartisipasi datam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Growth (G): Dalam hat isu mi dibiarkan berkembang tanpa ada penyelesaian 
akan akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan kurangnya 
nhlai akuntabilitas kinerja Perancang Undang-Undang dalam Perancangan 
Undang-Undang DFR RI. 

Belum terbakukannya konsep Stander 
Operasional Prosedur (SOP) terkait 
alur kerja perancangan perubahan 3 	3 	2 	8 	2 

undang-undang yang diamanatkan 
oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 

Belum terlaksananya penggunaan fitur 
track changes dalam penyusunan draft 

2 	3 	1 	6 	3 
Naskah Akademik maupun Rancangan 
Undang-Undang. 

Keterangan: 
5 = Sangat besar 4 = Besar 3 = Sedang 2 = Kecil I = Sangat kecil 

9. GAGASAN PEMECAHAN ISU 
Berdasarkan uraian di atas, gagasan pemecahan isu yang diangkat 

oteh Penulis adalah optimalisasi pelaksanaan program Partisipasi 

Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) melalui 

pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang 

sedang disusun dan pembakuan tindak lanjut tanggapan masyarakat yang 

masuk di SIMAS PUU. 
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TUJUAN 
Adapun tujuan yang Penulis harapkan dengan dilaksanakannya 

gagasan pemecahan isu sebagaimana telah diuraikan di atas adalah 

optimalnya pelaksanaan program Partisipasi Masyarakat dalam 

Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) guna mewujudkan 

pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, dan 

akuntabel. 

MANFAAT 
Penulis membagi manfaat yang diperoleh dengan direalisasikannya 

gagasan pemecahan isu ke dalam 2 (dua) bagian, sebagai berikut: 

Meningkatkan 	kinerja 	Perancang 	Undang-Undang 	dalam 

melakukan pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang yang sedang disusun. 

Meningkatkan kinerja Perancang dalam menindakianjuti tanggapan 

masyarakat yang masuk dalam SIMAS PUU guna sebagai 

pertimbangan dalam data masukan masyarakat dalam penyusunan 

Naskah Akademik 

Meningkatkan kinerja Perancang dalam mensosialisasikan program 

SIMAS PUU. 

Eksternal 

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi 

Iangsung 	dalam 	perancangan 	undang-undang 	melalui 

penyampaian aspirasi terkait Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang yang sedang disusun. 

Meningkatkan nhlai akuntabilitas kinerja dari Pusat Perancangan 

Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 
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BAB II 
PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. RANCANGAN AKTUALISASI 

label ll.A.1 Matriks Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja : Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan 
Badan Keahilan DPR RI. 

Identifikasi isv : Belum 	optimalnya 	pelaksanaan 	program 	Partisipasi 
Masyarakat 	dalam 	Perancangan 	Undang-Undang 
(SIMAS PUU). 
Belum 	terbakukannya 	konsep 	Standar 	Operasional 
Prosedur 	(SOP) 	terkait 	alur 	kerja 	perancangan 
perubahan 	undang-undang 	yang 	diamanatkan 	oleh 
putusan Mahkamah Konstitusi. 
Belum terlaksananya penggunaan fitur track changes 
dalam 	penyusunan 	draft Naskah Akademik 	maupun 
Rancangan Undang-Undang. 

Isu yang Diangkat : Belum optimaInya peiaksanaan program Partisipasi Masyarakat 
dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU). 

Gagasan Pemecahan isv : Pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang- 
Undang yang sedang disusun dan pembakuan tindak lanjut 
tanggapan masyarakat yang masuk di SIMAS PUU. 

in 



No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 
Substansi 

Mata 
Pelatihan 

Kontribusi 
Terhadap 

. 	 . 

Vlsi Mist 
- 	 . 

Organisasi 

Penguatan 
Nilai 

Organisasi 
I  

1. Pengunggahan 1. 	Berkoordinasi 	dengan 1. 	Lindangan Nilai 	Dasar 1. Seluruh Akuntabel. 
Naskah Kepala 	Pusat 	PUU, Rapat Koordinasi ASN: rangkaian Profesional. 
Akademik 	dan Koordinator Bidang dan di 	Iingkungan 1. Akuntabilita kegiatan 
Rancangan Perancang 	Undang- Pusat S. mi 
Undang-Undang Undang terkait program Perancangan (Tanggung mendukun 
yang 	sedang aktualisasi Penulis. Undang-Undang jawab) g 	visi 
disusun 	pada terkait organisasi 
Pusat 2. 	Berkoordinasi 	dengan pembahasan 2. Nasionalism yaitu 
Perancangan Kepala 	Pusat 	PUU program e. Menjadika 
Undang-Undang terkait 	persetujuan aktualisasi (Pancasila n 	Pusat 
Badan 	Keahlian pengunggahan NA dan Penulis. sila ke-4) Perancang 
DPR 	RI 	pada RUU di SIMAS PUU. an 
SIMAS PUU. 2. 	Laporan 3. 	Etika Undang- 

3. 	Berkoordinasi 	dengan singkat 	hasil Publik. Undang 
Ketua 	Tim 	serta rapat 	koordinasi (Nilai Sopan sebagai 
Koordinator 	Bidang terkait Santun) Organisasi 
Pusat 	PUU 	terkait pembahasan Pendukun 
pengunggahan NA dan program Kedudukan g 	Dewan 
RUU di SIMAS PUU, aktuaisasi dan 	Peran Perwakila 

Penulis. ASN: n 	Rakyat 
4. 	Berkoordinasi 	dengan 1. Manajemen Repubik 

bagian 	Tata 	Usaha 3. 	Daftar 	hadir ASN Indonesia  
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Pusat 	Perancangan rapat 	koordinasi (Kerjasama (DPR 	RI) 
Undang-Undang 	untuk terkait dalam 	Pusat Bidang 
pengajuan 	Penulis pembahasan PUU) Keahlian 
sebagal 	admin 	SIMAS program Perancang 
PUU. aktualisasi 2. 	Whole 	of an 

Penulis. Government Undang- 
(Koordinasi Undang 

4. 	Naskah dalam 	Pusat yang 
Akademik 	dan PUU) Profesiona 
Rancangan I, 
Undang-Undang Akuntabel 
yang diunggah di dan 
SIMAS 	PUU Berkualita 
sesuai 	dengan s 
Naskah 
Akademik 	dan 2. Seluruh 
Rancangan rangkaian 
Undang-Undang kegiatan 
yang 	sedang mi 
disusun. mendukun 

organisasi 
g 	misi  

2. Publikasi 1. 	Menyusun 	kerangka 1. 	Laporan NiIai Dasar Akuntabel. 
program substansi 	konten singkat 	hash ASN: yaitu Profesional. 
Partisipasi videografis 	terkait rapat 	koordinasi 1 .Akuntabilitas memperku 
Masyarakat program SIMAS PUU dengan 	Bagian . (tanggung at 
dalam dan tutorial pemberian Media Sosial Biro jawab) penyeleng 
Perancangan tanggapan 	pada Pemberitaan garaan 
Undang-Undang Naskah Akademik dan Parlemen. 2Nasionalism fungsi  
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(SIMAS 	PUU) Rancangan 	Undang- 
dalam 	bentuk Undang yang terdapat 
konten di SIMAS PUU. 
videografis yang 
diunggah 	di Berkoordinasi 	dengan 
seluruh 	media Bagian 	Tata 	Usaha 
sosial DPR RI. Pusat 	PUU 	terkait 

penyusunan 	surat 
tugas 	pembuatan 
videografis 	oleh 
Bagian 	Media 	Sosial 
Biro 	Pemberitaan 
Parlemen 	Badan 
Keahllan DPR RI. 

Berkoordinasi dengan 
Bagian 	Media Sosial 
Biro 	Pemberitaan 
Parlemen terkait 
pembuatan konten 
videografis terkait 
SIMAS PUU. 

e. (Pancasila 
sila ke-4) 

Etika Publik 
(nilal sopan 
santun) 

Komitmen 
Mutu. (nilai 
kebaruan dan 
kemanfaatan) 

Peran dan 
Kedudukan 
ASN 

Pelayanan 
Publik. 
(sosialisasi 
kepada 
masyarakat) 

Whole of 
Government. 
(koo rd in as i 
dengan Biro 
Pemberitaan 
Pa ne men) 

Daftar hadir 
rapat koordinasi 
dengan Bagian 
Media Sosial Biro 
Pemberitaan 
Parlemen. 

Konten 
videografis terkait 
program SIMAS 
PUU dan tutorial 
pemberian 
tanggapan pada 
N as ka h 
Akademik 	dan 
Rancangan 
Undang-Undang 
yang terdapat di 
SIMAS PUU yang 
telah diunggah di 
seluruh 	media 
social DPR RI. 

dukungan 
Perancang 
an 
Undang-
Undang 
yang 
mendukun 
g proses 
pelaksana 
an fungsi 
legislasi 
dewan; 
dan 
memperku 
at 
ma naj eme 
n 
pengetahu 
an yang 
bernilai. 
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3. Penambahan 1. 	Berkoordinasi dengan Laporan Nilai Dasar Profesional 
fitur 	no-reply Bagian 	Tata 	Usaha singkat 	hash ASN: 
email 	pada Pusat 	PUU 	terkait rapat 	koordinasi 1.Akuntabilitas 
website 	SIMAS penyusunan 	surat dengan BDTI. . (tanggung 
PUU 	guna tugas 	terkait jawab) 
memberikan penambahan fitur no- Daftar 	hadir 
konfirmasi reply 	email 	pada rapat 	koordinasi 2.Nasionalism 
Iangsung website SIMAS PUU dengan BDTI. e. (Pancasila 
kepada 	email yang 	oleh 	BDTI sila ke -4) 
masyarakat Setjen BK DPR RI. Adanya 	fitur 
yang I tambahan 	baru 3. Etika Publik 
bersangkutan 2. 	Berkoordinasi dengan pada 	website (nilal sopan 
bahwa BDTI 	terkait SIMAS 	PUU santun) 
tanggapannya penambahan fitur no- berupa no reply- 
telah 	diterima reply 	email 	pada email 	guna 3. Komitmen 
dan 	akan website SIMAS PUU memberikan Mutu. (nilai 
ditindakianjuti. yang 	oleh 	BDTI konfirmasi kebaruan dan 

Setjen BK DPR RI. langsung kepada kemanfaatan) 
email masyarakat 
yang Kedudukan 
bersangkutan dan Peran 
bahwa ASN: 
tanggapannya 1. Pelayanan 
telah diterima dan Publik. 
akan (kemudahan 
ditindakianjuti. bagi 

masyarakat) 

PPA 



2. Whole of 
Government. 
(koord I nas I 
dengan BOTI) 

4. Pembuatan 	alur 1. 	Menganalisa 	kondisi Alur tindak 	lanjut Nilai Dasar Akuntabel. 
tindak 	lanjut saat 	ini 	terkait dari Perancangan ASN: Profesional. 
tanggapari bagaimana 	tindak Undang-Undang 
masyarakat lanjut 	tanggapan terkait tanggapan 1. Akuntabilita 
yang 	masuk masyarakat 	yang masyarakat yang S. 

pada 	SIMAS masuk pada SIMAS masuk 	pada (tanggung 
PUU yang perlu PUU. SIMAS PUU. jawab) 
dilakukan 	oleh 2. 	Berkoordinasi dengan 
Perancang para 	Perancang Nasionalism 
Undang-Undang. Undang-Undang 	di e. 

pusat 	PUU 	terkait (Pancasila 
tindak 	lanjut sila ke-4) 
tanggapan 
masyarakat 	yang Etika 
masuk pada SIMAS Publik. (nhlai 
PUU. sopan 

3. 	Menyusun alur tindak santun) 
lanjut 	tanggapan 4. Komitmen 
masyarakat 	yang Mutu (nilai 
masuk pada SIMAS kebaruan 
PUU. dan 

kemanfaata 
n)  
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Peran dan 
Kedudukan 
AS N: 

Manajemen 
ASN 
(Ke na sam a 
a nta r 
Fe ran ca ng 
Undang- 
Undang) 

Whole of 
Government 
(Koo rd i na si)  

5. Sosialiasasi Berkoordinasi 	dengan Laporan 	hasil Nilai Dasar Akuntabel 
program Ferancang Undang-Undang koordinasi ASN: Profesional 
aktualisasi di 	Pusat 	PUU 	terkait dengan Akuntabilita 
Penulis di Pusat beberapa perubahan dalam Perancang s (tanggung 
Perancangan program 	Partisipasi Undang-Undang jawab) 
Undang-Undang Masyarakat 	dalam di 	Pusat 	PUU 
Badan 	Keahlian Perancangan 	Undang- terkait 	beberapa Nasionalism 
DPR RI. Undang (SIMAS PUU). perubahan dalam e 

program (Pancasila 
Partisipasi sila ke-4) 
Masyarakat 
dalam Etika 	Publik 
Perancangan (nilai 	sopan  
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Undang-Undang santun) 
(SIMAS PUU). 

Kedudukan 
dan Peran 
ASN: 

Manajemen 
ASN 
(Ke rj asa ma 
antar 
Perancang 
U ndang- 
Undang) 

Whole of 
Government 

nas i)  
6. Evaluasi 1. 	Penyusunan 	konsep Laporan 	singkat Nilai Dasar Akuntabel 

pelaksanaan kuisioner hasil 	kuisioner ASN: Profesional 
aktualiasi 2. 	Perincian 	daftar terkait 	evaluasi 1. 	Akuntabilit 
dengan stakeholder yang akan pelaksanaan as 
pembuatan diberikan stakeholder aktualisasai (tanggung 
kuisioner 	yang 3. 	Menghubungi jawab) 
ditujuan 	kepada stakeholder 	terkait 
stakeholder pengisian kuisioner 2. 	Nasionalis 

4. 	Pembuatan 	kuisioner me 
melalui google form (Pancasila 

5. 	Penyebaran 	kuisioner sila ke-4) 
kepada 	 para  
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stakeholder 3. 	Etika 
Pengumpulan kuisioner Publik 
Pembuatan 	laporan (nilai 
singkat hasil kuisioner sopan 

santun) 

Kedudukan 
dan Peran 
AS N: 
Pelayanan 
Publik 
(Kuisioner 
kepada 
masys ra kat)  

7. Pembuatan 1. Pengumpulan 	data 	baik Laporan hasil Nilai Dasar Akuntabel 
laporan 	hasil tulisan 	maupun 	gambar pelaksanaan ASN: Profesional 
pelaksanaan mengenai 	hasil 	tiap aktualisasi Akuntabilitas 
aktualisasi tahapan 	kegiatan (tanggung 

aktualisasi jawab) 
2. Penyusunan 	laporan 

hasil 	pelaksanaan 
aktualisasi  
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN 

B.I. Flowchart Kegiatan Pertama 

Pengunggahan Urgensi dan Draft Konsep Awal Naskah Akademik 
dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun pada Pusat 

Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 
pada Aplikasi SIMAS PUU 

Gambar B.I.1. Flowchart Tahapan Kegiatan - Kegiatan Pertama 

Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU. 
- 	Koordinator Bidang dan Perancang Undang4Jndang 

terkait program aktuaiisasi Penulis. 

Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha Pusat 
Perancangan Undang-Undang untuk pembuatan  
nota dinas ke BOTI terkait permuitaan akses Penulis 
sebagal admin SiMAS PUU. 

Berkoordinasi dengan Ketua Tim serta Koordinator 
Bidang Pusat PUU terkait pengunggahan urgensi  
dan draft konsep awal NA dan RUU pada apikasi 

Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PULl terkait 
perseiujuan pengunggahan urgensi dan draft 
konsep awal NAdan RhO pada aphikasi SIMAS PUU. 

Mengunggah urgensi dan draft konsep awat NA dan 
RUU hasil koordinast dengan Kepala Pusat PIJU, 
ketua Tim, Koorbid dan Perancang Uridarig-Undang 

MAS Pu u 
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B.II. Uraian Tahapan Kegiatan - Kegiatan Pertama 

1. Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU, Koordinator Bidang 

dan Perancang Undang-Undang terkait program aktualisasi 
Penulis. 

Pada hari Selasa, 23 Juli 2019, pada pukul 08.00 - 10.00 WIB, Penulis 

telah berkoordinasi dengan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, 

Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum beserta dengan Mentor, Bapak 

Ricko Wahyudi S.H., M.H terkait dengan program aktualisasi Penulis yang 

be rj ud ul "Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan 

Undang-Undang (S/MA S PUU) Guna Mewujudkan Pembentukan Undang-

Undang Yang Partisipatif, Transparan, Dan Akuntabef' melalui rapat 

koordinasi program aktualisasi peserta pelatihan dasar CPNS angkatan II 

tahun 2019 pada unit kerja Pusat Perancangan Undang-Undang Badan 

Keahlian DPR RI yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kepala Pusat PUU, 

Lt. 7, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 

Gambar BJ1.1. Rapat Koordinasi Program Aktualisasi Penulis bersama 
dengan Koordinator Bidang dan Kepala Pusat Perancangan Undang- 

Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian RI 
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Dalam rapat koordinasi ini Penutis memaparkan kegiatan, tahapan 

kegiatan, output serta time schedule program aktualisasi Penus kepada 

Kepaa Pusat Perancangan Undang-Undang dan Mentor Penulis, Bapak 

Ricko Wahyudi, S.H., M.H. Pada akhir pemaparan, baik Kepala Pusat 

Perancangan Undang-Undang maupun Mentor, mendukung penuh setiap 

tahapan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan oeh Penulis. Adapun 

undangan rapat, daftar hadir dan laporan singkat rapat koordinasi tersebut, 

dapat ditinjau Iebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran I. 

2. Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha Pusat Perancangan 
Undang-Undang untuk pembuatan nota dinas ke BDTI terkait 
permintaan akses Penulis sebagai admin SIMAS PUU. 

Penulis melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu koordinasi 

dengan Bapak Fahmi Asyari, S.Sos selaku Kasub. Bag Tata Usaha pada unit 
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kerja Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI untuk 

menyusun nota dinas kepada Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi 

perihal permohonan akses sebagai Admin SIMAS PUU atau aplikasi Pusat 

PUU pada Portal Setjen DPR RI atas nama Penulis. 

Koordinasi sebagaimana di uraikan di atas Penulis telah lakukan pada 

hari Selasa, 23 Juti 2019 pada pukul 11.00 WIB di Ruang Tata Usaha 

Perancangan Undang-Undang, Lt. 7, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Gambar B.II.2. Koordinasi dengan Kasubag TU Pusat PUU Terkait 
dengan Penyusunan Nota Dinas ke BDTI Perihal Permohonan Akses 

Penulis sebagai Admin SIMAS PUU 

Wvii 

Ow 

a- T 

Adapun keterangan lebih lanjut rnengenai Nota Dinas dari Pusat PUU 

ke BDTI perihal permohonan akses Admin SIMAS PUU atas nama Penulis, 

dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran II. 
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3. Berkoordinasi dengan Ketua Tim serta Koordinator Bidang 
Pusat PUU terkait pengunggahan urgensi dan draft konsep 
awal NA dan RUU pada aplikasi SIMASPUU. 

Dalam tahapan ketiga mi, Penulis telah berkoordinasi dengan para 

koordinator bidang dan ketua tim penyusunan Naskab Akademik dan 

Rancangan Undang-Undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang 

Badan Keahlian DPR RI terkait dengan permintaan soft file urgensi dan draft 

konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang akan 

diunggah pada aplikasi SIMAS PUU. 

Pada Pusat Perancangan Undang-Undang sendiri, saat mi terdapat 

kurang Iebih 13 (tiga belas) RUU yang sedang disusun, yaitu sebagai berikut: 

Tabel B.II.1 Tabel Daftar RUU yang Sedang Disusun pada Pusat 
Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 

No. NamaRUU 

 RUU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat 

 RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah 

 RUU tentang Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan 

 RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara / RUU tentang Etika 

Lembaga Perwakilan 

 RUU tentang Dewan Perwakilan Rakyat 

 RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah 

 RUU tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

1999 tentang Hubungan Luar Negeri 

 RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

 RUU tentang Guru 

 RUUtentang Dosen 
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No. NamaRUU 

 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penganggulangan Bencana 

 RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan 

Koordinasi tersebut Penulis telah lakukan dari tangga! 25 Juli 2019 

sampai dengan 1 Agustus 2019. 

Gambar B.II.3. Koordinasi Permintaan Soft File Urgensi dan Draft 
konsep awal NA dan RUU untuk Diunggah pada Aplikasi SIMAS PUU 
Bersama Para Ketua Tim Penyusun NA dan RUU di Pusat PUU Badan 

Keahlian DPR RI 

/ 

'1 
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4. Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU terkait persetujuan 
pengunggahan urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU 
pada aplikasi SIMAS PUU. 

Setelah Penulis mendapatkan seluruh soft file urgensi dan draft konsep 

awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sudah dapat 

diunggah di aplikasi SIMAS PUU, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, 

Penulis telah berkoordinasi dengan Kepala Pusat Perancangan Undang-

Undang, Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum terkait dengan 

persetujuan akhir pengunggahan urgensi dan draft konsep awal Naskah 

Akademik dan Rancangan Undang-Undang di aplikasi SIMAS PUU. 

Gambar B.1L4. Penulis Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU Terkait 
Persetujuan Pengunggahan Urgensi dan Draft Konsep Awal NA serta 

RUU pada Aplikasi SIMAS PUU. 
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Hasil koordinasi mi, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang 

menyetujui urgensi dan draft konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang yang ada pada Penulis untuk diunggah pada aplikasi SIMAS 

PUU. Koordinasi sebagaimana diuraikan di atas dilakukan di Ruang Rapat 

Kepala Pusat PUU, Lt. 7, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. 

5. Mengunggah urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU hasil 

koordinasi dengan Kepala Pusat PUU, Ketua Tim, Koorbid dan 
Perancang Undang-Undang pada Aplikasi SIMAS PUU. 

Setelah keempat tahapan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas 

dilakukan, Penulis melanjutkan dengan tahapan kegiatan yang kelima yaitu 

mengunggah urgensi dan draft konsep awal Naskah Akademik dan 

Rancangan Undang-Undang hasil koordinasi dengan kepala Pusat PUU, 

Ketua Tim, Koorbid dan Perancang Undang-Undang pada aplikasi SIMAS 

Puu. 

Terkait mekanisme teknis pengunggahan urgensi dan draft konsep awal 

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS 

PUU, yang dapat diunggah hanya RUU yang terdapat dalam Program 

Legislasi Nasiona! (Prolegnas), sementara untuk RUU yang terdapat di luar 

Prolegnas, secara sistem tidak dapat diunggah pada aplikasi SIMAS PUU. 

Uraian Hambatan: 

Penulis telah berkoordinasi dengan pranata komputer madya BDTI, 

Bapak Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I., dan salah satu admin 

aplikasi SIMAS PUU, Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.Kn terkait dengan 

sistem pada aplikasi S/MA S PUU yang hanya dapat mengunggah 

urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU sesuai den gan daftar RUU 

yang terdapat dalam Pro/egnas. Berdasarkan keterangan dari Ibu Laksmi, 
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sistem tersebut telah demikian sedari awal aplikasi SIMAS PUU dibuat, 

sebagai proteksi dari Pusat PUU agar masyarakat tidak memiliki 

pandangan yang keliru men genai kondisi di mana Pusat PUU men yusun 

RUU di luar Prolegnas. Mengapa demikian? Karena Pusat PUU sendiri 

pada prinsipnya men gerjakan NA dan RUU sesuai den qan permintaan 

anggota DPR RI dan pada dasarnya para Perancang Undang-Undang 

tidak dapat menolak untuk men gerjakan penyusunan NA atau RUU 

sehinqga meskipun RUU tersebut di Iuar Prolegnas, para Perancang 

Undang-Undang pada Pusat PUU tetap men gerjakan sesuai den gan 

permintaan anggota DPR RI. 

Solusi atas Hamba tan: 

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada, dalam hal 

kondisi tertentu, seluruh RUU yang sedang digarap di Pusat PUU di luar 

Prolegnas, maka tidak ada urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU yang 

dapat diunggah pada aplikasi SIMAS PUU yang berakibat pada masyarakat 

tidak dapat menyampaikan pendapatnya pada aplikasi SIMPAS PUU. 

Sehingga untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Penulis telah berdiskusi 

dengan Kepala Pusat PUU, Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum untuk 

melakukan adanya koordinasi lanjutan dengan Badan Legislasi (Baleg) 

sebagai koor penyusunan Prolegnas yang diunggah melalui aplikasi Silegnas 

dengan BDTI sebagai pelaksana sistem aplikasi SIMAS PUU agar dapat 

mengakomodir pengunggahan urgensi dan draft konsep awal Naskah 

Akademik dan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas pada aplikasi 

SIMAS PUU agar masyarakat bisa berpartisipasi menyampaikan aspirasinya 

terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang 

disusun pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 

melalui aplikasi SIMAS PUU. 



Gambar BiI.5. Penulis Berkoordinasi dengan Ibu Laksmi Harundani, 
S.H., M.Kn Terkait dengan Sistem Pada Aplikasi SIMAS PUU yang Hanya 
Dapat Mengunggah Urgensi dan Draft Konsep Awal NA dan RUU Sesuai 

dengan yang Terdapat dalam Prolegnas 

r 

I 

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, berikut keterangan 

Iebih lanjut terkait rincian status pengunggahan Naskah Akademik dan 

Rancangan Undang-Undang pada apJikasi SIMAS PUU: 

Tabel B.II.2. Status Pengunggahan Urgensi dan Draft Konsep Awal 
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang 

pada Aplikasi SIMAS PUU 

No. Nama RUU Keterangan Status Unggah 
pada SIMAS PUU 

1. RUU tentang Majelis Tidakterdapat Belum diunggah 
Permusyawaratan Rakyat dalam Prolegnas 

2015-2019 Catatan: 
Urgensi dan draft 
konsep awal NA 
dan RUU be/urn 
rampung 

37 



No. Nama RUU Keterangan Status Unggah 
pada SIMAS PUU 

 RUU tentang Sistem Terdapat dalam Beum diunggah 
Pengawasan Intern Prolegnas 2015- 
Pemerintah 2019  

 RUU tentang Sistem Tidak terdapat Belum diunggah 
Pendukung Lembaga dalam Prolegnas 
Perwakilan 2015-2019 Catatan: 

Urgensi dan draft 
konsep awal NA 
dan RUU be/urn 
rampung 

 RUU tentang Etika Terdapat dalam Belum diunggah 
Penyelenggaraan Negara Prolegnas 2015- 
I RUU tentang Etika 2019 Catatan: 
Lembaga Perwakilan Urgensi dan draft 

konsep awal NA 
dan RUU be/urn 
ramp ung 

 RUU tentang Dewan Terdapat dalam Belum diunggah 
Perwakilan Rakyat Prolegnas 2015- 

2019 Catatan: 
Urgensi dan draft 
konsep awal NA 
dan RUU be/urn 
rampung 

 RUU tentang Dewan Tidak Terdapat Belum diunggah 
Perwakilan Daerah dalam Prolegnas 

2015-2019 Catatan: 
Urgensi dan draft 
konsep awal NA 
dan RUU be/urn 
rampung 

 RUU tentang Dewan Tidak Terdapat Belum diunggah 
Perwakilan Rakyat dalam Prolegnas 
Daerah 201 5-2019 Catatan: 

Urgensi dan draft 
konsep awal NA 
dan RUU be/urn 
rampung 

 RUU tentang Peru bahan Terdapat dalam Belum diunggah 
atas Undang-Undang Prolegnas 2015-  



No. Nama RUU Keterangan Status Unggah 
pada_SIMAS_PUU 

Nomor37Tahun 1999 2019 
tentang Hubungan Luar 
N ege ri  

 RUU tentang Jabatan Terdapat dalam Sudah diunggah 
Pejabat PembuatAkta Prolegnas 2015- 
Tanah 2019  

 RUU tentang Guru Tidak Terdapat Belum diunggah 
dalam Prolegnas 
2015-2019 

Catatan: NA dan 
RUU sudah 
rampung tetapi 
terda pat pemisahan 
dalam RUU tentang 
Perubahan atas 
Undang-Undang 
Nornor 14 Tahun 
2005 tentang Guru 
dan Dosen.  

 RUU tentang Dosen Tidak Terdapat Belum diunggah 
dalam Prolegnas 
2015-2019 

Catatan: NA dan 
RUU sudah 
rampung tetapi 
terda pat pemisahan 
dalam RUU tentang 
Perubahan atas 
Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru 
dan Dosen.  

 RUU tentang Perubahan Terdapat dalam Belum diunggah 
atas Undang-Undang Prolegnas 2015- 
Nomor 24 Tahun 2007 2019 Catatan: 
tentang Konsep awl draft 
Penganggulangan NA dan RUU be/urn 
Bencana  rampung, yang 
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No. Nama RUU Keterangan Status Unggah 
pada SIMAS PUU 

dapat diunggah 
hanya Urgensi 

13. RUU tentang Tidak Terdapat Belum diunggah 
Pengawasan dalam Prolegnas 
Ketenagakerjaan 2015-2019 Catatan: 

Urgensi dan draft 
konsep awal NA 
dan RUU be/urn 
rampung 

Keterangan: 

U --: 

Urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU yang dapat diunggah 
pada aplikasi SIMAS PUU. 

Berdasarkan uraian di atas, dari 13 (tiga belas) RUU yang sedang 

disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 

berikut daftar urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU yang telah Penulis 

unggah pada aplikasi SIMAS PUU pada tanggal 2 Agustus 2019: 

Gambar B.II.6. Penulis Mengunggah Urgensi dan Draft Konsep Awal 
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang 

pada aplikasi SIMAS PUU 
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Tabel B.11I.3. Urgensi dan Draft Konsep Awal Naskah Akademik dan 
Rancangan Undang-Undang yang Telah Diunggah pada Aplikasi SIMAS 

PUU oleh Penulis 

Status Unggah pada 
Aplikasi SIMAS PUU 

Urgensi Draft Draft No. Judul RUU 
Konsep Konsep 

Awal Awal 
NA RUU 

 RUU 	tentang 	Sistem 	Pengawasan 
I / Intern Pemerintah  

RUU tentang Perubahan atas Undang- 
 Undang 	Nomor 	37 	Tahun 	1999 I I I 

tentang Hubungan Luar Negeri  
RUU tentang Perubahan atas Undang- 

 Undang 	Nomor 	24 	Tahun 	2007 X 

tentang Penganggulangan Bencana  

Gambar B.11.7. Urgensi dan Draft Konsep Awal Naskah Akademik dan 
Rancangan Undang-Undang yang Telah Diunggah dan Terdapat dalam 

Aplikasi SIMAS PUU 

Rencana Penyusunan NA dan Konsep Awal NA 
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah 

'— --- 

Berkul 0 nasnSn 000doma yang socang thwsun 000 Pusal P0000 OPR RI 

Show 10 	•010109 	 000rOn 

900,0 NA 	 3091pan 

900 loflIang PooltIahan 004ua alas LJ0000g-Und004 NoalO, 31 001910 2004 lO00ng P001011oe 	 KOnsOp Awal NA 

9001001009 Fonuba000 30000 alas Un000g.U0050g Nonn10 41 Tolnon 1990001009 0000loson 	 KOn00pAssl IA 

909 lanlang Pn&OA Pak0yaan Soola 	 Kfl90op goal NA 

RIJU 001000 bOor 	 0003000 Ponyasunan NA 	 3010s. 

0110 lonrang Salow Pongawnoon Intern Perrrennrah 	 90100000 Pnn0usunan NA 	 35JI 

R1III baro0laorr P.roww000n 1010.0 Pslr00Inrnh 	 SalOon Aw tug 	 IF I 	 - 
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Rencana Penyusunan RUU dan Konsep Awal RUU 
RUU tentang Sstem Pengawasan Intern Pemerintah 

00 	 r_11 	 - 

Oonou 11 011001090 ofl400Ø-00d0119 (rrnO 11*119 soOong d10-9011 00911*001 PUU 91*011*0 

0010* 10 1  0011103 	 Sloan 

9*31* RUt) 	 000.9.11 

RUt) 1001009 P904909.1,01*3 4t.09-Un490g 00119922 lahon 2099910090 UN 1)ntos doll M9)040n 30100 	 KoflOop A09 RUU 	 - 

RU)) 10n11009 11004939011 Kooj.o 0003 Un 	 .U1100fi9 1*0103131 TolOto 20040*1009110119311011 	 K009.pAwo3 RUU 	 1- 

RUU 0*10119110*19090*1*01*00100 UflO.n4-Ufld8-1ç 1*01110041 T011t*1 190911000114 K0l1*lofl0n 	 1001*9000*01*111)  

RUt) I. 10*31110949 P09el)o01l 90.011 	 Kon009 AWO) *111) 	 C- - 

RUU 09010*901*0, 	 Re0000o P00933000fl *1)1) 	 L20 

*1)11100109059000 P1,fl9.Wo3011 InWn PoloOnnOOlo 	 *01100*0 Ponyu90flon RUU 	 LyE - 

RUt) 00010039.00101,1 P0001001*001 , 10401111191*000009 	 - 	 431119000000991111 

SE0wlt*17011170111100 	 1119110.19 	 1 

Rencana Penyusunan NA dan Konsep Awal NA 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri 

0 	 0 	 SM9SnJO 	 0 

d. 

001*11)11 -\0000l. 1I001enlk yang 0000*; 0-sust-r 04th 11*08. PUt) ala DOR 0 

ShoW 10 t 01,1*. 	 3*0104 

0001. NA Totlopon 

I 	RUt) 091100*4 11000001101 0109 U110909-4lnd9flg 90,1100 37T011h0 199919010119914900130*10111*0900 R*n00n* P0119000lflO* tOW LyL111* 

NUU terung 110109000* 010$ Ofl0090-Undong 900101 37T09.Jn 199910*1*90044000301111001909011 0011900*001 NA p0.101;. 

*111)10*11009 P0,001090*1*0100001109110410*g-11900*4 1*0010031 bOon 20001011009 P*k0nn 000009000001*0 0.0111. 

RU)) 10nt.n9 Porubohan KOdoo .1*0 Un00119.1)ndong 90914 1. 00110* 19990010*4 Konutonon 1*011.09 Rot)) NA 

*141)001*90111*913 FnOo3000 8ot).) (0*3090)90190 Ia 

Rut) 1101110*99.4101 90*01*0 Ptfly000lfl*fi NA t)Jn 

RUU lon0n0o90, P004001000n OnIOn, Po-n-0111n100 Ronhono Po*o,on0n NA  

0111)10010*9 S*lnn, Porl9W000100lflloflfl 11011101*100 00110090)0019000 OU 

t)D0w;ay 11 	011101 1801110* 1110*1)10i 2 
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Rencana Penyusunan RUU dan Konsep Awal RUU 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri 

I 
Ban kit ro00n94n 	-ondang (ISo) yang adang d9oSon 0)99 Pins) PU)) Ba) 0099) 

51,0W in 	.00)95 

Nanta RUB 	 Tah.pn 

PU)) Isatang Panobahan alas Un laag-U099n9 noanor 22 latoot 2009 antong La)) Lotas dan Arogkutan 33)50 	 901002 AWla RUU 

RUU ontong PotobaSan alas U04 	Bang Nnnlor 37 lotion ION tang Hogan Loot N590d 	 Ronana Ponporolan RUU 	CJI 

RU)) 19fl1315 P nobonon 3)40 UM tgUndang 9011993? ibttofl 1099 tentang H 009311 Loan 99950 	 <sasay 5001 RUU 	 0)) 

RUU tortong Poobahan Ketlun alas U00009untlanU 5000131 Talon 200401)009001000311 	 000599 BaWl 900 	 1))) 

iOU )5nt.ang Patobahan Podia alas Undang-009ang 901110141 Talon 9990.010119 OchotOnOil 	 tiolPO9AwSI 90)) 

P00 tontang Frail), 0.01300 00504 	 Oon.ap Awal RUU 

9)))) tontang 5br 	 Rafloana POtOtloa009fl RU)) 	 2)) 

900 ao1ag Tannin P 	oanon Inw, Pinwintolt 	 Ranwala Peny000nan RU))  

90095101990400 Ofl00a5a0  IntOrn Ponlennlah 	 Knnnap Ala) RU)) 
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Urgensi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Penganggulangan Bencana 

i0 	 ntlo,an/ I 	

L 
SIMAS  lOU 0 	

0 

Upaya rnelindungi segonap bangsa dart seluruh tunipan darafi (ndanesia morupakan anlanat Pe,n0ukaan Undang-Undatng Dasar Negara Repub(ik 

Indonesia Tahun 1945, Hal 180991251 menuntut tanggung lawab negara untuk meltIldungi bangsa lOdonesia dalam berttuk yerlindungan dalam hal teradi 

5900305. UndangUndang 900100 24 Taflurl 2007 tentang Penartggulangan Bertoarla (UU tentartg Pertanggulangan Bencana) pada pninsipnya nierigatur 

rnengenai tanggung jawab don wewenang pernerintah sortS pemerintati daerah, flak Ban kawajioan masyarakat, kelembagaan pendanagn, santa 

penyelenggaraan peaanqgulangan 0991300 yang melputi (ahoy prabencarta. soot tanggap darurat, can pascabancana. Namun di dalarn implementasinya. 

terdapat beberapa perTnasalgrlari. Pertanna. deftrtisl bencarla dalani UU tentang Penanggulangan Bencang belum nier,ggambarlcan bahwa bencana 90p00 

101)0th secara tiba-fiba atau bertahap yang rnengancam atau rnenlmbulkan gangguan lerhadap tots kehdupan dart penghidupan niasygrakat yang 

mengakibutkan kerugan tentradap fisk dan psikis manusia, okonomi, can )ngkungan. Kedua, bebarapa Jonas bencana yang disebutkan dalam UU tentang 

Pensoggulangan Bencarra sudah diatur di dalan, peraturton 900undang-undangan laIn, dtantaronya untuk bencana sasial leigh diatur dalam peraturan 

parundang- undangan yang rnenangani penanganan konhik $050. dan untuk epidarni, wabah penyakil, keja9ian loan biaga telah diabr di dalani peraturan 

perundang- undangan yang menangani bldang kesehatant. Kenga, penetapan status don vngkatan bencana 000i009l dan daerah dotam UU tentang 

Ponarrggul0ngan Bencarla nrertjadi salah Satu wewortang pemontah datam penyelenggaraan perranggstangan bencana Penatapan status dan tingkatan 

bencanta teroebut rnenrnbulkan ketidakpastan flukum karena SOlon, ads peraturan yelakaana yang mengatur Iebth lanjut rnengerrat indikator penotapan 

status can totgkatan bencana. Keernpat, patio restrukturisasi hadan Nasional Penanggulangan Bencarra (BNPB) dan Badan P800nggulangan Bencana 

Oaerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertanggung Jawab terhadap penyetertggaraan penanggulangan bencana (alOng, penyalenggaraan 

penanggulangan boncana lebifi tertokus pada tahap  tanggap donorS) dan pascabencana Pertanggu(angan berrcarta pada tahap prabencarta betum menjadi 

perhatian yang senus, sehlngga penu ponguatan pengatunon tenhadap tahap probencana. Berdasarkan pentmrnbangarr tersebut. diperlokan yerubahan UU 

tentang Penanggulangan Bencana 0900 dapat rnengoptimalkari penyolenggaraan penanggulangan bancana dan membangun sinergi antar bedaaga 

pemangku kepentingan sorts sesusi deTgan dlnantika huRon, day perubanan yang teradi dalarn rnasyarakat. Parubahan undang-undang ini juga 

diflarapkan noenadi landasan toukurn yang kuat dan rnenyelunuh 251am penyelenggaraan penarrggulangan beacons, 

43 



B.III. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan 

Kedudukan serta Peran ASN 

Setelah menyelesaikan kelima tahapan kegiatan pada kegiatan pertama 

mi yaitu "Pen gun ggahan Urgensi dan Draft Konsep Awal Naskah 

Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun pada 

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keah!ian DPR RI pada 

Aplikasi SIMAS PUU' terdapat keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang 

Penulis telah lakukan dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, 

Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi) dan kedudukan serta Peran 

ASN (Manajemen ASN, Whole of Government dan Pelayanan Publik), yaitu 

sebagai berikut: 

Nilai-Nilai ANEKA 

1. 	Akuntabilitas 

Apllkasi SIMAS PUU menjadi salah bentuk bukti transparansi kinerja 

para Perancang Undang-Undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang 

Badan Keahlian DPR RI. Kondisi sebelum aktualisasi Penulis menunjukkan 

bahwa kurangnya kesadaran para Perancang Undang-Undang dalam 

mengunggah urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU yang sedang 

disusun pada Pusat PUU BK DPR RI. 

Setelah Penulis menyelesaikan kegiatan pertama yaitu pengunggahan 

urgensi dan draft konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang yang sedang disusun pada Pusat Perancangan Undang-Undang 

Badan Keahlian DPR RI pada Aplikasi SIMAS PUU, kegiatan mi 

mencerminkan nilal akuntabilitas yaitu untuk memperbaiki kinerja Perancang 

Undang-Undang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

pengunggahan urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU yang sedang 

disusun di Pusat PUU pada aplikasi SIMAS PUU sehingga masyarakat dapat 
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terlibat secara aktif dalam perancangan undang-undang dengan memberikan 

tanggapan dan/atau masukan. 

2. 	Etika Publik 

Dalam kegiatan pertama ini, Penulis banyak melakukan koordinasi 

dengan para Perancang Undang-Undang, Kepala Pusat Perancangan 

Undang-Undang, Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum serta pranata 

komputer dari BDTI. Dari koordinasi tersebut tercermin nilai Etika Publik yaltu 

menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Karena hingga 

rampungnya kegiatan mi, Penulis telah berkomunikasi, berkonsultasi maupun 

bekerjasama dengan para Perancang Undang-Undang dan Kepala Pusat 

PUU terkait urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU mana saja yang 

dapat diunggah pada aplikasi SIMAS PUU. 

Setelah menyelesaikan kegiatan mi tercermin juga nilai Iainnya dan 

etika publik yaitu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada 

publik. Pengunggahan urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU yang 

sedang disusun di Pusat PUU pada aplikasi SIMAS PUU merupakan bentuk 

pertanggungjawaban kinerja Penulis sebagai Perancang Undang-Undang 

pada Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI. 

NiIai-NiIai Kedudukan serta Peran ASN 

1. Whole of Government (W0G) 

WoG dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor dalam 

instansi pelayanan publik yang bekerja lintas batas atau lintas sektor guna 

mencapai tujuan bersama. Dari kegiatan pertama ini, tercermin nilai-nilai 

WoG ketika Penulis berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dengan Kepala 
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Pusat PUU, para Perancang Undang-Undang, Tata Usaha Pusat PUU dan 

pranata komputer madya BDTI terkait dengan pengunggahan urgensi dan 

draft konsep awal NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU serta permohonan 

akses admin aplikasi Pusat Perancangan Undang-Undang. 
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B.IV. Flowchart Kegiatan Kedua 

Publikasi Aplikasi SIMAS PUU dalam Bentuk Videografis yang 

I Diunggah di Seluruh Media Sosial DPR RI dan TV Parlemen 	j ---- --------------------------- -------- .---------- 

Gambar B.IV.1. Flowchart Tahapan Kegiatan - Keqiatan Kedua 

Berkoordinasi d-engan Bagian Tata Usaha Pusat 
PUU terkait penyusunan nota dmnas pembuatan dan 
pengunggahan videografis SIMAS PUU pada 
seiuruh media s-osial DPR -RI dan TV Parlemen oleh 
Biro Pemberitaan Parlemen Badan Keahlian DPR RI 

Berkoordinasi dengan Bagan Program dan 
Produksi Tetevisi, Biro Pemberitaan Partemen 
terkait pembuatan dan pengunggahan videografis 
SIMAS PUU pada TV Partemen 

Membuat konsep -dan naskah voice over sebagai 
pengisi suara pada videagrafis SIMAS PUU, 

,- ------"--- 	 ----- 

Melakukan perekarnan suara voice over videografis  
aptikasi SIMAS PUU. 

- -- ------ - ---- 

Berkoordinasi dengan Bagian Media Cetak dan 
S-osial terkait pen-gunggahan videografis SIMAS 
PUU di seluruh media sosiat DPR RI. - 
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B.V. Uraian Tahapan Kegiatan - Kegiatan Kedua 

1. Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Pusat PUU terkait 
penyusunan nota dinas pembuatan dan pengunggahan 
videografis SIMAS PUU pada seluruh media sosial DPR RI dan 
TV Parlemen oleh Biro Pemberitaan Parlemen Badan Keahlian 
DPR RI. 

Pada tahapan kegiatan yang pertama, Penulis telah berkoordinasi 

dengan bagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Badan 

Keahlian DPR RI terkait penyusunan nota dinas pembuatan dan 

pengunggahan videografis SIMAS PUU oleh Biro Pemberitaan Parlemen 

Badan Keahlian DPR RI. 

Gambar B.V.1. Penulis Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Pusat 
PUU Terkait Penyusunan Nota Dinas Pembuatan Dan Pengunggahan 

Videografis SIMAS PUU oleh Biro Pemberitaan Parlemen Badan 
Keahlian DPR RI 
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Koordinasi tersebut telah Penulis lakukan pada hari Senin tanggal 22 

Juli 2019 pada pukul 10.00 WIB pada Ruang Tata Usaha Pusat Perancangan 

Undang-Undang Badan Keahilan DPR RI, Lt.7. Adapun nota dinas 

pembuatan dan pengunggahan videografis aplikasi SIMAS PUU pada 

seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen oleh Biro Pemberitaan 

Parlemen Badan Keahljan DPR R I dapat ditinjau Iebih lanjut sebagaimana 

terlampir dalam Lampiran III. 

2. Berkoordinasi dengan Bagian Program dan Produksi Televisi, Biro 
Pemberitaan Parlemen terkait pembuatan dan pengunggahan 
videografis aplikasi SIMAS PUU pada TV Parlemen. 

Tahapan kegiatan selanjutnya, Penulis melakukan koordinasi dengan 

bagian Program Dan Produksi Televisi, Biro Pemberitaan Parlemen terkait 

dengan pémbuatan dan pengunggahan videografis aplikasi SIMAS PUU 

pada TV Parlemen. Rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 

24 Juli 2019 pada pukul 08.00 sld 10.00 WIB pada Ruang Rapat Program 

Dan Produksj Televisi, Gedung Nusantara IV DPR RI yang dihadiri oleh 

Penulis, Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi, Bapak Bayu 

Setiadi, S.IP., Penyelia Editor, Bapak Ferdiyan dan Editor, Bapak Ganda 

Tumanggor. Undangan rapat dan daftar hadir rapat koordinasi tersebut dapat 

ditinjau Iebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV. 

Adapun pokok-pokok pembicaraan dalam rapat koordinasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Sdri. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H memaparkan maksud dan 
tujuan d/se/enggarakannya rapat koordinasi dengan bagian Program 
dan Produksi Tele v/si yaitu pembuatan dan pengunggahan videografis 
S/MA S PUU pada TV Par/emen dalam rangka pe/aksanaan kegiatan 
aktualisasi peserta Latsar CPNS angkatan II tahun 2019. 

Bapak Bayu Setiadi, S.IP menyampaikan hal-ha/ yang per/u di/akukan 
sehubungan den gan tindak lanjut rapat koordinasi seba gal berikut: 
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Pembua tan konsep videografis oleh Sdri. Esther Putri Lasmaida 
Panjaitan, S.H diserahkan paling lambat Kamis, 25 Juli 2019. 
Pembuatan videogra f/s akan dike rjakan oleh Sdr. Ferdiyan se/aku 
Pen ye/ia Editor dan Ganda Tumanggor selaku Editor. 
Video akan men ggunakan pen gisi suara (voice over) oleh Sdri. Esther 
Putri Lasmaida Panjaitan, S.H yang naskah videografisnya dibuat dan 
diserahkan o/eh Sdri. Esther paling lambat Kamis, 25 Juli 2019. 
Perekaman suara (voice over) untuk keperluan videografis di/akukan 
pada hari Kamis, 25 Juli 2019. 

Laporan singkat rapat koordinasi pembahasan pembuatan dan 

pengunggahan videografis SIMAS PUU pada TV Parlemen dapat ditinjau 

Iebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran V. 

Gambar B.V.2. Rapat Koordinasi Pembuatan dan Pengunygahan 
Videografis Aplikasi SIMAS PUU pada TV Parlemen 
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Membuat konsep dan naskah voice over sebagai pengisi suara 
pada videografis SIMAS PUU. 

Menindakianjuti dari tahapan kegiatan sebelumnya, Penulis kemudian 

membuat konsep dan naskah voice over untuk pengisi suara pada 

videografis aplikasi SIMAS PUU. Adapun konsep dari videografis SIMAS 

PUU adalah animasi berupa pengenalan SIMAS PUU dan tata cara (tutorial) 

bagaimana masyarakat memberikan tanggapan dan!atau masukan pada 

aplikasi SIMAS PUU. Selanjutnya, Penulis membuat naskah voice over 

sebagai pengisi suara pada videografis SIMAS PUU. Naskah voice over 

videografis aplikasi SIMAS PUU yang dibuat oleh Penulis dapat ditinjau lebih 

lanjut sebagaimana terlampir dalarn Lampiran VI. 

Melakukan perekaman suara voice over videografis aplikasi 
SIMAS PUU. 

Pada tahapan kegiatan yang keempat, Penulis bersama dengan 2 (dua) 

editor dari TV Parlemen yaitu Bapak Ganda dan Bapak Bagas melakukan 

perekaman voice over videografis SIMAS PUU menggunakan naskah yang 

telah dibuat oleh Penulis. Perekaman tersebut dilakukan pada hari Kamis 

tanggal 25 Juli 2019 di Ruang Voice Over TV Parlemen, Gedung Nusantara 

IV pada pukul 13.00 WIB. 
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Gambar BV.3. Perekaman suara Penulis untuk Keperluan Voice Over 
Videografis Aplikasi SIMAS PUU 

Setelah menyelesaikan rangkaian tahapan kegiatan sebagaimana 

diuraikan di atas, videografis SIMAS PUU yang telah rampung kemudian 

dipublikasikan melalui penayangan pada TV Parlemen. Videografis SIMAS 

PUU tersebut ditayangkan pada setiap jeda program TV Parlemen sebagai 

ikian dengan periode penayangan sampai waktu yang tidak ditentukan. 



Gambar B.V.4. Videografis Aplikasi SIMAS PUU 

NASKAH 
AKADEMIK 	- 
DANRUU  

T- 

DPRRI DPR R 

http://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index#  
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Gambar B.V.5. Penayangan Videografis Aplikasi SIMAS PUU 
pada TV Parlemen 

http://pusatpuu.dp.goidisims-puu/index#  
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5. Berkoordinasi den gan Bagian Media Cetak dan Sosial dan terkait 
pengunggahan videografis SIMAS PUU di seluruh media sosial DPR 
RI dan TVParlemen. 

Pada tahapan kegiatan yang terakhir dalam kegiatan kedua ini, pada 

tanggal 29 Agustus 2019, Penulis telah melakukan koordinasi dengan Kepala 

Subbagian Media Sosial dan Website, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, 

Biro Pemberitaan Parlemen, Ibu Nita Juwita S.Sos terkait pengunggahan 

videografis SIMAS PUU di seluruh media sosial DPR dan TV Parlemen yaltu: 

 Facebook; 

 Twitter; 

 Youtube; dan 

 Instagram. 

Untuk pengunggahan videografis SIMAS PUU pada instagram, selain 

diunggah pada laman akun DPR RI, videografis SIMAS PUU juga diunggah 

pada instastory DPR RI setiap hari Sabtu dan/atsu Minggu. 

Gambar B.V.6. Penulis Berkoordinasi dengan Ibu Nita Juwita S.Sos 
Terkait Pengunggahan Vidografis SIMAS PUU pada Seluruh Media 

Sosial DPR RI 
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Youtube (DPR RI) 

http://pustpuu  dpr go.id1simiis-puu/ndex# 
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B.VI. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan 

Kedudukan serta Peran ASN 

Setelah menyelesaikan kelima tahapan kegiatan pada kegiatan pertama 

ni yaitu 'Publikasi Aplikasi SIMAS PUU dalam Bentuk Videografis yang 

Diunggah di Se!uruh Media Sosia! DPR RI dan TV Parlemen" terdapat 

keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan 

nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu 

dan Anti-Korupsi) dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, Whole 

of Government dan Pelayanan Publik), yaitu sebagai berikut: 

Nilai-Nilai ANEKA 

Akuntabilitas 

Publikasi aplikasi SIMAS PUU pada seluruh media sosial DPR RI dan 

TV Parlemen mencerminkan nilai akuntabilitas karena publikasi tersebut 

menjadi wujud pertanggungngjawaban kinerja para Perancang Undang-

Undang melalui aplikasi SIMAS PUU. 

Komitmen Mutu 

Dalam kegiatan ml juga tercermin nilal komitmen mutu karena adanya 

kebaruan yaitu pada pembuatan videografis aplikasi SIMAS PUU yang 

menjadi objek publikasi kepada masyarakat luas yang sebelumnya belum 

pernah ada. Publikasi aplikasi SIMAS PUU ml juga memiliki nilai kemanfaatan 

yaitu agar masyarakat luas mengetahui bahwa saat mi masyarakat dapat 

terlibat aktif dalam perancangan undang-undang melalui aplikasi SIMAS 

Puu. 



NiIai-Nilai Kedudukan serta Peran ASN 

1. Whole of Government (W0G) 

Dari kegiatan kedua mi, tercermin nilai-nilai W0G ketika Penulis 

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dengan Bagian Program Dan 

Produksi Televisid dan Bagian Media Cetak dan Sosial Biro Pemberitaan 

Parlemen terkait dengan publikasi aplikasi SIMAS PUU dalam bentuk 

videografis yang diunggah di seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen. 
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B.VII. Flowchart Kegiatan Ketiga 

Penambahan fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU guna 
memberikan konfirmasi Iangsung kepada masyarakat bahwa 

tanggapannya telah diterima dan/atau ditindakianjuti 

Gambar B.VII.1. Flowchart Tahapan Kegiatan - Kegiatan Ketiga 

Berkoordinasi dengan 8011 terkait dengan 
penambahan fitur no-reply email pada aptikasi 
SIMAS PUU 

Pembuatan template isi no-rep/y email aplikasi 
SIMAS PUU 

Koordinasi tanjutan dengan BDTI dan uji coba fitur 
no-reply email pada aplikasi SIMAS PLJU 

Penyusunan buku panduan fitur no-reply email 
pada aplikasi SIMAS PUIJ 
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B.VlIl. Uraian Tahapan Kegiatan - Kegiatan Ketiga 

1. Berkoordinasi dengan BDTI terkait dengan penambahan fitur no-
reply email pada aplikasi SIMAS PUU 

Pads tahapan kegiatan pertama, Penulis telah melakukan koordinasi 

dengan BOTI terkait dengan penambahan fitur no-reply email pada aplikasi 

SIMAS PUU melalui rapat koordinasi dengan Pranata Komputer Madya, 

Bapak Airlangga Eka Wardhana, S.Kom.,M.T.I. Rapat koordinasi tersebut 

telah dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Juli 2019 pads pukul 08.30 s.d 12.00 

WIB. Adapun pokok pembahasan rapat koordinasi tersebut adaish sebagal 

berikut: 

Masing-masing peserta latsar CPNS angkatan II tahun 2019 
memaparkan kegiatan aktuaiiasinya yang memerlukan koordinasi 
dengan BDTI. 
Peserta latsar CPNS angkatan II tahun 2019 membuat laporan 
masing-masing kegiatan aktualisasinya yang memer/ukan koordinasi 
dengan BDTI kemudian dikompilasikan ke dalam 1 (satu) file dengan 
format pdf. 

Pada rapat koordinasi tersebut, Penulis memaparkan rencana kegiatan 

terkait dengan penambahan fitur no-reply email pads aplikasi SIMAS PUU 

kepada Bapak Airlangga. Adapun fungsi dari fitur no-reply email pads aplikasi 

SIMAS PUU mi adalah untuk memberikan pemberitahuan secara otomatis 

kepada masyarakat yang telah memberikan tanggapan dan/atau masukan 

terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Aplikasi 

SIMAS PUU, sehingga masyarakat dapat mengetahul status tanggapan 

dan/atau masukan yang telah diberikan pada aplikasi SIMAS PUU. 

Pemberitahuan sebagaimana diuraikan di atas akan secara otomatis 

terkirim pada email pengirim tanggapan dan/atau masukan pada aplikasi 

SIMAS PUU agar dapat mempermudah masyarakat untuk tidak pertu setiap 

saat memantau aplikasi SIMAS PUU untuk mengetahui status tanggapan 
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dan/atau masukannya sudah diterima oleh admin SIMAS PUU atau sudah 

d iti n da ki a nj uti. 

Arahan lanjutan dari beliau untuk Penulis adalah membuat template isi 

no-reply email yang terdiri dari sebagai berikut: 

Pemberitahuan Penerimaan Masukan dalam SIMAS PUU; dan 

Pembenitahuan Tindak Lanjut Masukan dalam SIMAS PUU. 

Gambar B.VII1.1. Rapat Koordinasi Aktualisasi Penulis dengan BDTI 
Terkait Penambahan Fitur No-Reply Email pada Aplikasi SIMAS PUU 

Undangan rapat, daftar hadir serta laporan singkat rapat koordinasi 

tersebut di atas, dapat ditinjau Iebih lanjut sebagaimana terlampir dalam 

Lampiran VII. 

2. Pembuatan template isi no-reply email aplikasi SIMAS PUU 

Setelah 	menyelesaikan 	tahapan 	kegiatan 	pertama, 	Penulis 

menindaklanjuti arahan dari Bapak Airlangga BDTI untuk menyusun template 

isi dan no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU. Adapun template isi no-

reply email pada aplikasi SIMAS PUU terdiri dan 2 (dua) template yaitu 

sebagai berikut: 
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Pemberitahuan Penerimaan Masukan dalam SIMAS PUU; dan 

Pemberitahuan Tindak Lanjut Masukan dalam SIMAS PUU. 

Pengerjaan template isi no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU 

rampung pada hari Kamis, 25 JuIl 2019. Adapun template isi no-reply email 

pada aplikasi SIMAS PUU yang dibuat oleh Penulis dapat ditinjau lebih lanjut 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII. 

3. Koordinasi lanjutan dengan BDTI dan uji coba fitur no-reply 
email pada aplikasi SIMAS PUU 

Pada tahapan kegiatan yang ketiga, Penulis beserta Pranata Komputer 

Madya, Bapak Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I., dan Pranata 

Komputer Muda, Bapak Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc melaksanakan rapat 

koordinasi lanjutan terkait hasil fitur tambahan pada aplikasi SIMAS PUU 

yang diajukan oleh Penulis. Rapat koordinasi lanjutan tersebut telah 

dilaksanakan pada had Rabu, 7 Agustus 2019 pada pukul 14.00 s/d selesai 

bertempat di Ruang Rapat Pusdiklat Lt. 4 Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI. 

Gambar B.VIII.2. Rapat Koordinasi Lanjutan dengan BDTI Terkait Fitur 
No-Reply Email pada Aplikasi SIMAS PUU 
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Dalam rapat koordinasi lanjutan mi, Penulis melakukan uji coba fitur no-

reply email pada aplikasi SIMAS PUU. Sebelum terselesaikannya kegiatan 

aktualisasi ml, ketika masyarakat selesai memberikan tanggapan dan/atau 

masukan terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada 

aplikasi SIMAS PUU, notifikasi telah diterimanya masukan dan/atau 

tanggapan hanya berupa pop-up notification pada aplikasi SIMAS PUU yang 

muncul sesaat setelah masyarakat memberikan tanggapan dan/atau 

masukan. 

Gambar BV1I1.3. Pop-up Notification Telah Diterimanya Tanggapan 
dan/atau Masukan pada Aplikasi SIMAS PUU Sebelum Adanya 

Fitur No-Reply Email 

pusatpuu.dpr.go.id  says 

Terimo kash atas partisipasi anda dalarn penyusunan NA dan RLJU 

di Pusat Perancangan Undang-Undang, Badon Keahtian OPR R. 

PIAS P 

Dalam hal jaringan internet sedang tidak baik, pop-up notification di atas 

terkadang tidak muncul sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui 

status tanggapan dan/atau masukannya sudah diterima atau belum. 

Sehingga, untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui status 

tanggapan dan/atau masukannya sudah diterima atau belum, Penulis 

menambahkan fitur no-reply email yang otomatis terkirim pada email pemberi 

tanggapan dan/atau masukan pada aplikasi SIMAS PUU. 
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Gam bar B.VIII.4. Fitur No-Reply Email Pemberitahuan Penerimaan 
Tanggapan dan/atau Masukan pada Aplikasi SIMAS PUU 

I Pemberitahuan Penerimoan f'Aasukan dalam S!MAS PUU 

9:40) 	99 	 4- 

Y.z Indonesian - 	Enqltsh - 	TranSiatu rr,eer.ace 	 Turn off for. Indorm', i' 

L,,argi Sal-u clan 'Terbarukar. Maaukafl danger keterarrclan sebaga, bailkut 

Name: Esther Putr, 

i-'ekarjaan Pegewsi NaQeri SipbI 

Na TaP: 081289T1295 

Status: Oslan, erases Maccreel 

reich ditonma dCn MOan dcbrdnic$nn;ub 

f b-mat Kanc:. 

Puaat Prancangan Undang-Undang 

Sedan KoshIlen OPR Rb 

Cedr.ng Jndo,4 SeOreta,', at ,, I dan Sedan K eahiban OPS RI Lantal 7, 
II. Jond. Gatof Subroto Sonayan. Jakarta Posed 10270 

Totø 02t.6715468.' 5719455 - Ens. 021-5715706 

Selain itu, Penulis juga menambahkan fitur yang sebelumnya belum ads 

yaitu fitur no-reply email pemberitahuan tindak lanjut masukan pada aplikasi 

SIMAS PUU. Kondisi sebelum aktualisasi mi, ketika masyarakat telah 

memberikan tanggapan dan/atau masukannya pada aplikasi SIMAS PUU 

yang kemudian ditindaklanjuti oleh admin aplikasi SIMAS PUU, masyarakat 

harus selalu memantau bagaimana status tanggapannya pada aplikasi 

SIMAS PUU sehingga kondisi tersebut menjadi tidak efisien bagi masyarakat. 

Agar mempermudah masyarakat dalam mengetahui status tindak lanjut 

tanggapan dan/atau masukannya pada aplikasi SIMAS PUU, Penulis 

menambahkan fitur no-reply email yang secara otomatis akan memberikan 

pemberitahuan terkait tindak lanjut atas masukannys pada aplikasi SIMAS 

Puu. 
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Gambar 13.VIII.5. Fitur No-Reply Email Pemberitahuan Tindak Lanjut 
Tanggapan dan/atau Masukan pada Aplikasi SIMAS PUU 

Pemberitahuan lindak Lanjut Masukan dalam SMAS PUU 

SIMAS PUll 	 2 1  PM nr 	 c- 	4. 

odoneolan 	> EnIieh 	irunsate mesnae 	 Turn off lot- lndnes 

.-. 	-'- Err- 	71,-, 

seD000l benk 

Nurna Esther P. 

Pefrellaae Pej 

No NP: 081289772957 

Tefl d,tidaklob dengu c:-  

Ocemal KarrO 

PuSat P.rancangar, UndangUndng 

Badan keahlion DPR RI 

Geduog Sekretariet Jeederal don Bader Keahiran GPO 91 L - ra 7. 

A. lend. Gatot Subrolo, Senayan, Jakarta Pucat 10270 

TeIp. 021-6715460/ 5710455 - Foe. 021-5715708 

4. Penyusunan buku panduan fitur no-reply email pada aplikasi 
SIMAS PUU 

Pada tahapan kegiatan yang terakhir, Penulis menyusun buku panduan 

fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU guna mempermudah admin 

SIMAS PUU dalam memahami fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU. 

Buku panduan fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU ini disusun oleh 

Penulis bersama dengan Pranata Komputer Pelaksana, Bapak Daniel Tn 

Widyatmoko, A.Md. 

Penyusunan buku panduan sebagaimana diuraikan di atas rampung 

pada tanggal Jumat, 9 Agustus 2019 dan dapat ditinjau lebih lanjut 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX. 
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B.IX. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan 

Kedudukan serta Peran ASN 

Setelah menyelesaikan keempat tahapan kegiatan pada kegiatan 

pertama mi yaitu "Penambahan fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS 

PUU guna memberikan konfirmasi langsung kepada masyarakat bahwa 

tanggapannya telah diterima dan/atau ditindaklanjutf' terdapat keterkaitan 

antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan nilai-nilai 

ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-

Korupsi) dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, Whole of 

Government dan Pelayanan Publik), yaitu sebagai berikut: 

Nilai-Nilai ANEKA 

Akuntabilitas 

Penambahan fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU 

mencerminkan nilai akuntabilitas sebagai bentuk transparansi agar 

masyarakat dapat mengetahul status tanggapan dan/atau masukannya 

terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi 

SIMAS PUU telah diterima dan/atau ditindakianjuti. 

Komitmen Mutu 

Dalam kegiatan ml juga tercermin nilai komitmen mutu karena adanya 

kebaruan yaltu adanya fitur baru dalam aplikasi SIMAS PUU yang 

sebelumnya belum ada yaltu fitur no-reply email. Adapun nilai kemanfaatan 

dari fitur no-reply mi adalah agar masyarakat dapat mengetahui status 

tanggapan dan/atau masukannya terhadap Naskah Akademik dan 

Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU telah diterima 

dan/atau ditindaklanjuti. 
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3. Etika Publik 

Dalam kegiatan pertama mi, Penulis banyak melakukan koordinasi 

dengan para Pranata Komputer BOTI serta teman-teman CPNS Latsar 

Angkatan II yang aktualisasinya memerlukan koordinasi dengan BDTI. Dan 

koordinasi tersebut tercermin nilai Etika Publik yaitu men ghargai komunikasi, 

konsultasi dan kerjasama. Karena hingga rampungnya kegiatan ini, Penulis 

telah berkomunikasi, berkonsultasi maupun bekerjasama dengan pihak-pihak 

yang telah Penulis uraikan di atas. 

Nilai-Nilai Kedudukan serta Peran ASN 

1. 	Pelayanan Publik 

Fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU mi juga mencerminkan 

nilai pelayanan publik karena semangat dari kegiatan ini adalah untuk 

mempermudah masyarakat dalam mengetahui status tanggapan dan/atau 

masukannya terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang 

pada aplikasi SIMAS PUU telah diterima dan/atau ditindakianjuti. 

2. Whole of Government (WaG) 

Dari kegiatan ketiga i, tercermin nilai-nilai WaG ketika Penulis 

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dengan Pranata Komputer dan 

BDTI terkait dengan penambahan fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS 

PUU. Penulis juga mengkoordinasikan teman-teman CPNS Latsar Angkatan 

II yang aktualisasinya memerlukan koordinasi dengan BDTI sehingga 

terkoordinir secara satu pintu dan mempermudah BDTI dalam mengakomodir 

kegiatan aktualisasi CPNS Latsar Angkatan II yang memerlukan bantuan 

BDTI. 



B.X. Flowchart Kegiatan Keempat 

Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat 
terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada 

Aplikasi SIMAS PUU 
.... ..... 

Gambar B.X.1. F/owchart Tahapan Kegiatan - Kegiatan Keempat 

Merigamati apflkasi SiMAS PUU balk sacara sistem 
maupun pelaksanaannya 

Berkoordinasi dengan para Perancang Undang-
Undang path Pusat PUU terkait aplikasi SIMAS 
pUU 

Penyusunan rekomendasi tindak tanjut tanggapan 
masyarakat tertiadap Naskah Akadernik dan 
Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS 
pUu 

1.0 



B.M. Uraian Tahapan Kegiatan - Kegiatan Keempat 

1. Mengamati aplikasi SIMAS PUU baik secara sistem maupun 
pelaksanaannya 

Pada tahapan kegiatan pertama mi, Penulis melakukan pengamatan 

balk secara sistem maupun pelaksanaan terkait aplikasi SIMAS PUU saat mi. 

Pengamatan ml berlangsung dari bulan April 2019 hingga sekarang. Dan 

pengamatan Penulis, ditemukan masih terdapat beberapa kekurangan yang 

penlu diperbaiki agar terwujudnya optimalisasi aplikasi SIMAS PUU antara 

lain sebagai berikut: 

Belum optimalnya pengunggahan urgensi dan draft konsep awal 

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi 

SIMAS PUU; 

Belum optimalnya publikasi aplikasi SIMAS PUU kepada 

masyarakat; 

Belum optimalnya tindak lanjut dari tanggapan dan/atau masukan 

dari masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU; dan 

Tidak dapat terunggahnya urgensi dan draft konsep awal Naskah 

Akademik dan Rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas. 

2. Berkoordinasi dengan para Perancang Undang-Undang pada 
Pusat PUU terkait aplikasi SIMAS PUU 

Setelah melakukan pengamatan terhadap aplikasi SIMAS PUU balk 

secara sistem maupun pelaksanaannya, Penulis melanjutkan tahapan 

kegiatan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan para Perancang Undang-

Undang pada Pusat Peracangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI terkait apikasi SIMAS PUU guna penyusunan 
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rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap naskah akademik 

dan rancangan undang-undang pada aplikasi SIMAS PUU. 

Penulis mendiskusikan poin-poin dari rekomendasi tindak lanjut 

tanggapan masyarakat terhadap naskah akademik dan rancangan undang-

undang pada aplikasi SIMAS PUU bersama dengan Bapak Noval AH 

Mochtar, Perancangan Undang-Undang Pertama yang juga merupakan salah 

satu admin SIMAS PUU. 

Koordinasi sebagaimana diuraikan di atas dilakukan pada hari Jumat 

tanggal 9 Agustus 2019 pada pukul 09.00 sld 10.30 WIB bertempat di Lt. 7 

Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahllan DPR RI. 

Gambar B.XI.1. Penulis Berkoordinasi dengan Salah Satu Admin SIMAS 
PUU Terkait Rekomendasi Tindak Lanjut Tanggapan Masyarakat 

Terhadap Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang 
Pada Aplikasi SIMAS PUU 
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3. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat 
terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada 
aplikasi SIMAS PUU 

Penulis melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya dengan melakukan 

penyusunan rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap 

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS 

PUU. Adapun rekomendasi tindak lanjut tersebut dapat ditinjau Iebih lanjut 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran X. 

B.XII. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan 

Kedudukan serta Peran ASN 

Setelah menyelesaikan keempat tahapan kegiatan pada kegiatan 

pertama ml yaitu 'Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tanggapan 

masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang pada Aplikasi SIMAS PUU' terdapat keterkaitan antara kegiatan 

aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan nhlai-nilai ANEKA 

(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi) 

dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, Whole of Government 

dan Pelayanan Publik), yaltu sebagai berikut: 

Nilai-Nilai ANEKA 

1. 	Akuntabilitas 

Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap 

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Aptikasi SIMAS 

PUU mencerminkan nilai akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas pengamatan Penulis terhadap aplikasi SIMAS PUU dan koordinasi yang 

telah Penulis lakukan bersarna dengan para Perancang Undang-Undang 
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pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI. 

Komitmen Mutu 

Dalam kegiatan mi juga tercermin nilai komitmen mutu karena adanya 

kebaruan yaltu adanya belum pernah adanya rekomendasi tindak lanjut 

tanggapan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang pada Aplikasi SIMAS PUU. Adapun nilai kemanfaatan dan 

rekomendasi tindak lanjut mi adalah agar para Perancang Undang-Undang 

dapat memiliki panduan dalam memindakianjuti tangaapan dan/atau 

masukan masyarakat terhadap NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU. 

Etika Publik 

Dalam kegiatan pertama ini, Penulis melakukan koordinasi dengan 

Perancang Undang-Undang sehingga tercermin nilal Etika Publik yaitu 

menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Karena hingga 

rampungnya kegiatan mi, Penulis telah berkomunikasi, berkonsultasi maupun 

bekerjasama dengan pihak yang telah Penulis uraikan di atas. 

Nilai-Nilai Kedudukan set-ta Peran ASN 

1. Whole of Government (W0G) 

Dari kegiatan ketiga mi, tercermin nilai-nilai WoG ketika Penulis 

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dengan Perancang Undang-

Undang terkait rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap 

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Aplikasi SIMAS 

PUu. 
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B.XIlI. Flowchart Kegiatan Kelima 

5. Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi SIMAS PUU dengan Pembuatan 
Kuisioner yang Ditujukan Kepada Masyarakat 

Gambar B.XIII.1. Flowchart Tahapan Kegiatan - Kegiatan Kelima 

Pembuatan kuisioner evahiasi aplikasi StMAS PUU 
m&aui googie form 
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B.XIV. Urajan Tahapan Kegiatan - Kegiatan Kelima 

1. Pembuatan kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU melalui goog!e 
form 

Pada tahapan kegiatan pertama dalam kegiatan kelima mi, Penulis 

membuat paperless kuisioner aplikasi SIMAS PUU melalul aplikasi google 

form agar mempermudah pembuatan, penyebaran dan pengolahan data 

kuisioner. Pembuatan kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU mi dilakukan 

pada hari Senin, 12 Agustus 2019 pada pukul 08.00 sld 12.00 WIB bertempat 

di Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderat dan Badan 

Keahlian DPR RI. Adapun kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU mi 

ditujukan kepada masyarakat yang isinya terdiri dan 6 (enam) pertanyaan 

dan 1 (satu) kritik dan saran. Pertanyaan kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS 

PUU tersebut dapat ditinjau !ebih Ianjut sebagaimana terlampir dalam 

Lampiran XI. 

2. Penyebaran kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU kepada 
masyarakat 

Setelah kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU selesai, Penulis 

melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu menyebarkan kuisioner 

evaluasi aplikasi SIMAS PUU kepada masyarakat melalul media sosial 

Instagram milik Penulis. 
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Gambar B.XIV.1. Penyebaran Kuisioner Evaluasi Aplikasi SIMAS PUU 
Melalui Media Sosial Instagram Penulis. 

33 	1.195 	579 
Posts 	Followers Following 

( 

Esther Putri 

[Kuisioner] Evaluasi Aplikasi Partisipasi Masyarakat dalam 
Perancangan UndangUndang (SIMAS PUU) klik tautan di 
bawah mi 	Yuk partisipasi! 
docs.google.com/forms/d/181TXZHC46ic9GmXPDzfYzaj.. . 
See Translation 

Penyebaran kuisioner aplikasi SIMAS PUU mi berlangsung selama 3 

(tiga) hari dari tanggal 12 Agustus 2019 hingga 14 Agustus 2019 dengan 

jumlah 100 (seratus) responden yang mengisi terdiri dari berbagal elemen 

masyarakat antara lain peneliti, dosen, mahasiswa, ASN, pegawai swasta, 

dokter, buruh, dan sebagainya. 

3. Pengolahan data hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU 

Setelah terdapat 100 (seratus) responden yang mengisi kuisioner 

evaluasi aplikasi SIMAS PUU, Penulis melanjutkan tahapan kegiatan 

selanjutnya yaitu mengolah data hasil kuisboner. Dikarenakan ketika mengisi 

kuisioner, banyak dari masyarakat yang mengisi kolom pertanyaan pekerjaan 

dan usia secara berulang, sehingga Penulis harus mengolah data kembali 

secara manual melalul grafik agar mendapatkan data yang va/id. 
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Gambar B.XIV.2. Pengolahan data hasil kuisioner evaluasi aplikasi 
SIMAS PUU 

1 1 

Pekerjaan 

, • Mahasiswa - 
Dosen 

PeneIn • Penegak Hukum 

ASN 
V  

V • K81y6Wfl Swst4 

CPNS - 0 Advokat Maq4nc) 

1.4Y 

Usia 

12126) 

10 ( 10.53) 

7(7.4%) 	 7 (7.43., 
6 (6 3% 

U 4(4.2%) 	 4 (4 
32/a) 	 3(32z) 	 I i 3 ) 

i 

	

1 421j (1i  211 

	t(111i1111jji1)1) 
I 

III 	 20 thur 	 23 	 27 	 31 	 115 

22 	 25 	 211 	 33 tnh,- 

4. Penyusunan laporan hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS 
Puu 

Setelah melakukan pengolahan data hasil kuisioner evaluasi aplikasi 

SIMAS PUU, Penulis melanjutkan dengan melakukan penyusunan laporan 

hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU melalui google form. 

Penyusunan laporan hasil evaluasi aplikasi SIMAS PUU tersebut dhlakukan 

pada hari Jumat, 13 Agustus 2019 bertempat di Pusat Perancangan Undang-

Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahllan DPR RI. Adapun hash 
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kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU dapat ditinjau Iebih lanjut 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran XII. 

BXV. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan 

Kedudukan serta Peran ASN 

Setelah menyelesaikan keempat tahapan kegiatan pada kegiatan 

pertama ml yaltu "Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi SIMAS PUU dengan 

Pembuatan Kuisioner yang Ditujukan Kepada Masyarakat" terdapat 

keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan 

niiai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu 

dan Anti-Korupsi) dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, Whole 

of Government dan Pelayanan Publik), yaitu sebagai berikut: 

NiIai-NiIai ANEKA 

Akuntabilitas 

Dalam kegiatan mi tercermin nilai akuntabilitas yaitu dari penyusunan 

laporan hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dilaksanakannya penyebaran kuisioner terkait evaluasi 

aplikasi SIMAS PUU. 

Komitmen Mutu 

Dalam kegiatan ini juga tercermin nilai komitmen mutu karena adanya 

kebaruan yaitu belum pernah adanya evaluasi aplikasi SIMAS PUU yang 

Iangsung dari pendapat masyarakat sebagal sasaran utama terbentuknya 

aplikasi SIMAS PUU. Adapun nilai kemanfaatan dari kuisioner evaluasi 

aplikasi SIMAS PUU ml adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan 

masyarakat sejauh ml terkait aplikasi SIMAS PUU dan bagaimana saran dan 

masyarakat untuk aplikasi SIMAS PUU ke depan. 
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Dalam kegiatan kelima ini juga tercermin nilal etika publik yaitu 

bagaimana Penulis berkomunikasi dan bekerja sama secara Iangsung 

dengan masyarakat untuk mengisi kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PU. 

Nilai-Nilai Kedudukan serta Peran ASN 

1. 	Pelayanan Publik 

Dari kegiatan kelima ml, tercermin nilai pelayanan publik yaitu dengan 

adanya kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU mi, Penulis dapat mengetahui 

bagaimana pandangan masyrakat saat mi terkait aplikasi SIMAS PUU dan 

saran-saran yang diberikan oleh masyarakat dapat menjadi bahan perbaikan 

bagi Pusat Perancangan Undang-Udang untuk memperbaiki aplikasi SIMAS 

PUU menjadi Iebih balk lagi agar dapat meningkatkan salah satu fungsi ASN 

sebagai pelayan publik. 
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B.XVI. Flowchart Kegiatan Keenam 

6. Sosialiasasi Program Aktualisasi Penulis Di Pusat Perancangan 
jndang-undang Badan Keahlian DPR RI  

Gambar B.XVLI. Flowchart Tahapan Kegiatan - Kegiatan Keenam 

Berkoordinasi dengan Koorthnator Bidang terkat 
dengan Sosialisasi Aktualisasi Penulis 

Berkoorchnasi dengan bagian Tata tisaha Pusat 
PULJ terkait denqan kesediaan ruang rapat untuk 
kepertuan Sosialisasi Aktualisasi PenuHs 

Penyusunan surat  undangan Sosialisasi Aktuaisasi 
Penuhs 

Sosialisasi Aktualisasi Penuhs di Iingkungan Pusat 
Pu u 



B.XVII. Uralan Tahapan Kegiatan - Kegiatan Keenam 

Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang terkait dengan 
Sosialisasi KegiatanAktualisasi Penulis 

Pada tahapan kegiatan yang pertama, Penulis melakukan koordianasi 

dengan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Ricko Wahyudi, 

S.H., M.H terkait dengan rencana pelaksanaan sosialisasi kegiatan 

aktualisasi Penulis pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahilan DPR RI. Koordinasi tersebut dilakukan pada 

hari Senin, 16 Agustus 2019. 

Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha Pusat PUU terkait 
dengan kesediaan ruang rapat untuk keperluan Sosialisasi 
Aktualisasi Penulis 

Setelah berkoordinasi dengan Koordinator Bidang, Penulis melanjutkan 

tahapan kegiatan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan bagian tata usaha 

Pusat PUU terkait dengan kesediaan ruang rapat untuk keperluan sosialisasi 

aktualisasi Penulis. Setelah berkoordinasi akhirnya diperoleh izin 

pelaksanaan sosialisasi aktualisasi Penulis pada hari Selasa, 27 Agustus 

2019 pada pukl 09.00 sld selesai bertempat di ruang rapat 714, Lt. 7, Gedung 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahian DPR RI. 

Penyusunan surat undangan Sosialisasi Aktualisasi Penulis 

Penulis kemudian melanjutkan tahapan kegiatan dengan melakukar 

penyusunan surat undangan sosialisasi kegiatan aktualisasi yang ditujukan 

kepada seluruh perancang undang-undang pada Pusat Perancangan 

Undang-Undang Sekretariat Jenderat dan Badan Keahlian DPR RI. Adapun 
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surat undangan sosialisasi aktualisasi Penulis dapat ditinjau Iebih lanjut 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIII. 

Gambar B.XVII.2. Penulis menyebarkan undangan rapat sosialisasi 
beserta bahan paparan aktualisasi kepada seluruh Perancang Undang-
Undang Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 

1 
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4. Sosialisasi Aktualisasi Periulis di Iingkungan Pusat PUU 

Setelah melakukan penyebaran undangan sosialisasi beserta dengan 

bahan paparan kepada seluruh perancang undang-undang pada Pusat 

Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

DPR RI, pada hari Selasa, 27 Agustus 2019, pukul 09.00 sld 12.00, 

bertempat di ruang rapat 714, Lt. 7, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahian DPR RI, Penulis melaksanakan sosialisasi kegiatan aktualisasi. 

Gambar B.XVII.3. Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi Penulis pada Pusat 
Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

DPR RI 
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Dalam sosialisasi kegiatan aktualisasi sebagaimana diuraikan di atas, 

terdapat beberapa masukan dari pam Perancang Undang-Undang yang 

dapat ditinjau Iebih lanjut dalam laporan singkat dan daftar hadir rapat 

sosialisasi kegiatan aktualisasi Penulis sebagaimana terlampir dalam 

Lampiran XIV. 

B.XVIII. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan NiIai-Nilai ANEKA dan 

Kedudukan serta Peran ASN 

Setelah menyelesaikan keempat tahapan kegiatan pada kegiatan 

pertama ini yaitu "Sosialiasasi Program Aktualisasi Penulis di Pusat 

Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR RI" terdapat 

keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan 

nilai-nilaj ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu 
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dan Anti-Korupsi) dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, Whole 

of Government dan Pelayanan Publik), yaitu sebagai berikut: 

Nilai-Ni!aiANEKA 

1. 	Akuntabilitas 

Dalam kegiatan mi tercermin nilai akuntabilitas yaitu sosialisasi program 

aktualisasi penulis kepada seluruh perancang undang-undang pada Pusat 

Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

DPR RI sebagai pertanggungjawaban Penulis dalam melaksanakan seluruh 

kegiatan aktualisasi. 

2. Etika Publik 

Dalam kegiatan keenam mi juga tercermin nilai etika publik yaitu 

bagaimana Penulis berkomunikasi dalam memaparkan program kegiatan 

aktualisasi Penulis pada rapat sosialisasi Aktualisasi pada tanggal 27 

Agustus 2019. 

Nilai-Nilai Kedudukan serta Peran ASN 

1. Whole of Government (WoG) 

Dari kegiatan ketiga ml, tercermin nilai-nilai WoG ketika Penulis 

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dengan Perancang Undang-

Undang terkait rapat sosialisasi kegiatan aktuatisasi Penulis. 
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B.XIX. Kegiatan Ketujuh 

7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi 

Setelah menyelesaikan keenam kegiatan sebagaiamana diuraikan di 

atas, Penulis melanjutkan kegiatan selanjutnya yaltu melakukan penyusunan 

aporan hasH pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan secara berkala setiap 

minggu dengan jenjang waktu dari minggu pertama hingga minggu keempat 

bulan Agustus. 

GambarXlX.1. Penulis melakukan penyusunan laporan hash 
pelaksanaan aktualisasi 



Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan 

Kedudukan serta Peran ASN 

Setelah menyelesaikan keempat tahapan kegiatan pada kegiatan 

pertama mi yaitu "Penyusunan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi" 

terdapat keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan 

dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 

Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi). 

Nilai-Nilai ANEKA 

1. Akuntabilitas 

Dalam kegiatan terakhir ml tercermin nUai akuntabilitas yaitu 

penyusunan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi sebagai 

pertanggungjawaban Penulis atas setiap kegiatan, tahapan kegiatan dan 

output program aktualisasi Penulis. 

C. STAKEHOLDER 

Penulis membagi ke dalam 2 bagian, pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan aktualisasi mi, sebagai berikut: 

ntern a I 

Perancang Undang-Undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang 

Badan Keahlian DPR RI. 

Eksternal 

Bidang Data dan Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Informasi 

Sekretariat Jenderal DPR RI); 

Bidang Sosial Media pada Biro Pemberitsan Parlemen Sekretariat 

Jenderal DPR RI; dan 

Masyarakat. 
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Tabel II.E.1 Antisipasi Masalah 

No 	
Kendala yang Mungkin 

Terjadi 
Strategi Mengatasi Kendala 

Tidak terdapatnya ketentuan Melakukan rapet koordinasi para 
baku 	indikator 	Naskah Perancang Undang-Undang untuk 
Akademik dan Rancangan Lmenentukan 	indikator 	Naskah 

D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kemungkinan masalah 

yang timbul dalam proses pelaksanaan aktualiasasi Penulis, sebagai berikut: 

Tabel II.D.1 Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan 

NO. 	 Internal 
	

Eksternal 

Tidak terdapatnya ketentuan baku Kurangnya 	pengetahuan 

indikator Naskah Akademik dan masyarakat terkait adanya 

Rancangan Undang-Undang yang media untuk menyampaikan 

seperti apa yang dapat diunggah di tanggapan terkait Naskah 

SIMAS PUU sehingga tidak semua Akademik dan Rancangan 

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang 

Undang-Undang yang sedang disusun dalam Pusat 

disusun dapat diunggah di SIMAS Perancangan Undang-Undang 

PuU. Badan Keahlian DPR RI melalui 

SIMAS PUU. 

2 
	

Tidak terdapatnya permanent admin yang bertugas untuk memantau 

tanggapan masyarakat yang masuk di SIMAS PUU. 

Kurangnya publikasi dari Pusat Perancangan Undang-Undang terkait 

program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang 

(SIMAS PUU). 

E. ANTISIPASI MASALAH 



PN o. 	
Kendala yang Mungkin 

Terjadi - 
- 	Undang-Undang yang seperti 

apa yang dapat diunggah di 

SIMAS PUU sehingga tidak 

semua Naskah Akademik dan 

Rancangan Undang-Undang 

yang sedang disusun dapat 

diunggah di SIMAS PUU. 

Tidak terdapatnya permanent 

admin yang bertugas untuk 

memantau 	tanggapan 

2. masyarakat yang masuk di 

SIMAS PUU. 

Strategi Mengatasi Kendala 

Akademik dan Rancangan Undang-

Undang yang seperti apa yang dapat 

diunggah di SIMAS PUU. 

Melakukan rapat koordinasi para 

Perancang Undang-Undang untuk 

penunjukan permanent admin yang 

bertugas untuk memantau tanggapan 

masyarakat yang masuk di SIMAS 

PUU. 

Kurangnya 	pubiikasi 	dan 

Pusat Perancangan Undang-

Undang terkait program 

Partisipasi Masyarakat dalam 

Perancangan Undang-Undang 
(SIMAS PUU). 

Melakukan rapat koordinasi pars 

Perancang Undang-Undang terkail 

kegiatan 	yang 	diperlukan 	untuk 
publikasi 	program 	Partisipasi 
Masyarakat 	dalam 	Perancangan 
Undang-Undang (SIMAS PUU). 
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F. TIME SCHEDULE 

No. Juli Agustus September 
Kegiatan Mingau ke- jjau ke-  Minggu ke- 

4 5 12 

 Pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang- 
Undang yang sedang disusun pada Pusat Perancangan 
Undang-Undang Badan 	Keahiian DPR RI 	pada SIMAS 
PUU. 

E  Publikasi 	program 	Partisipasi 	Masyarakat 	dalam 
Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) dalam bentuk 
konten videografis yang diunggah di seluruh media sosial i -  
DPRRI. IIINIII 

 Penambahan fitur no-reply email pada website SIMAS PUU 
guna 	memberikan 	konfirmasi 	Iangsung 	kepada 	email cn 
masyarakat yang bersangkutan bahwa tanggapannya telab IIILIII 
diterima dan akan ditindakianjuti. 11111111 

z 
 Pembuatan alur tindak lanjut tanggapan masyarakat yang I  

masuk 	pada 	SIMAS 	PUU 	yang 	perlu 	dilakukan 	oleh 
Perancang Undang-Undang. 

5 Sosialiasasi 	program 	aktualisasi 	Penulis 	di 	Pusat 
Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 

6 Evaluasi 	pelaksanaan 	aktualiasi 	dengan 	pembuatan  

Mo 



No. Juli Agustus September 
Kegiatan Minggu ke- Minggu ke- Minggu ke- 

4 	5 1 2 3 4 1 
kuisioner yang ditujuan kepada stake holder. 11111! 

7. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi. 

Keterangan: 

LII] = Proses Aktualisasi Kegiatan 
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BAB Ill 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penulis telah menyelesaikan seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan 

sebagaimana diuraikan di atas dari minggu keempat bulan Juli hingga minggu 

keempat bulan Agustus. Terdapat beberapa perubahan dalam aplikasi SIMAS 

PUU setelah Penulis menyelesaikan seluruh kegiatan aktualisasi antara lain 

sebagai berikut: 

Terunggahnya urgensi dan draft konsep awal Naskah Akademik 

dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat 

Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada 

aplikasi SIMAS PUU; 

Terpublikasikannya aplikasi SIMAS PUU dalam bentuk videografis 

pada seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen; 

Tersedianya fitur tambahan pada aplikasi SIMAS PUU yaitu fitur 

no-reply email sebagai pembenitahuan penerimaan dan tindak 

lanjut masukan masyarakat yang masuk pada aplikasi SIMAS 

PUU; 

Tersedianya rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat 

terhadap NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU; 

Tersedianya hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU; dan 

Terlaksanakannya sosialisasi kegiatan aktualisasi Penulis pada 

Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI. 

B. SARAN 

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dalam aktualisasi mi antara 

lain sebagai berikut: 

1. Penambahan fitur baru pada aplikasi SIMAS PUU yaitu fitur "prinf' agar 

mempermudah admin SIMAS PUU dalam menyusun rekapitulasi 

tanggapan masyarakat terhadap NA dan RUU pada aplikasi SIMAS 

PUU; dan 
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2. Sosialisasi aplikasi SMAS PUU berkelanjutan dari perancang undang-

undang setiap melakukan kunjungan ke daerah. 
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LAMPIRAN 



LAMPIRAN I 
UNDANGAN RAPAT, DAFTAR HADIR DAN LAPORAN SINGKAT 

RAPAT KOORDINASI PORGRAM AKTUALISASI PEN ULIS BERSAMA 
DENGAN KOORDINATOR BIDANG DAN KEPALA PUSAT 

PERANCANGAN UNDANG-UNDANG SEKRETARIAT JENDERAL DAN 
BADAN KEAHLIAN DPR RI 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKJ LAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE: www.dpr.go.id  

Nomor 	; 29A /PU/07/2019 	 22 Juli 2019 
Sifat 	: Basa 
Derajat 	: Segera 
Perihal 	: Undangan Rapat, 

Yth. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang 
Jakarta 

Bersama mi kami beritahukan dengan hormat, bahwa CPNS di Pusat 
Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan kegiatan 
aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan II, 
Golongan 3, Tahun 2019. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak untuk hadir 
dalam rapat yang akan dilaksanakan pada: 

Han, tanggal 	: Selasa, 23 Juli 2019 
Waktu 	 : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai 
Acara 	 Rapat Awal Koordinasi Aktualisasi CPNS Tahun 2019 

Tempat 	 Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai 7 Ruang Rapat 
Kepala Pusat PUU 
JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. 

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran 
Bapak guna memberikan arahan dan masukannya. 

Demikian untuk menjadi makium, atas perhatian dan kesediaan Bapak, kanhi 
mengucapkan terima kasih. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Pusat Perancai 	ndang-Undang, 

(K444W. 
Fahmi Asy'ari, S.Sos. 

NIP. 19680615 1990031 007 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE: www.dprgo.id  

Nomor 	 A /PU/07/2019 	 22 Juli 2019 
Sifat 	: Biasa 
Derajat 	: Segera 
Perihal 	: Undangan Rapat. 

Yth. 1. Koord,nator Bidang 
Mentor CPNS 
CPNS 

di Linckunqan Pusat PUU 
Jakarta 

Bersama mi karni beritahukan dengan hormat, bahwa CPNS di Pusat 
Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan kegiatan 
aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawal Negeri Sipil Angkatan II, 
Golongan 3. Tahun 2019. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir 
dalam rapat yang akan dilaksanakan pada: 

Han, tanggal 	: Selasa, 23 JuIi 2019 
Waktu 	 : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai 
Acara 	 : Rapat AwaI Koordinasi Aktualisasi CPNS Tahun 2019 

Tern pat . 	: Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai 7 Ruang Rapat 
Kepala Pusat PUU 
JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. 

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara guna memberikan arahan dan masukannya. 

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaan Saudara, 
kami mengucapkan terima kasih. 

Kepala Sub Bjan Tata Usaha 
Pusat 

Fahmi Asiii, S.Sos. 
NIP. 19680615 199003 1 007 



DAFTAR HADIR 

RAPAT AWAL KOORDINASI AKTUALISASI CPNS TAHUN 2019 

Han, Tanggal 	Selasa, 23 Jufi 2019 

Waktu 	 : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai 

Tempat 	 Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai 7 Ruang Rapat 
Kepala Pusat PUU 

No. Nama   T - 	Jabatan Tanda Tangan 

 
Dr. Inosentius Samsul S.H. 

Kepala Pusat PUU M.Hum. 

 Fahmi Asy'ari, S.Sos. Kasubag TU Pusat PUU  

 1 Mardisantori SAg. 	LLM. Perancang PUU Madya 
(Korbid Poihukam) C, 1I 

 Akhmad Aulawi, S,H.M.H. , 

Perancang PUU Madya 
(Korbid Ekuinbang) 

Perancang PUU Madya 
 1 Ricko Wahyudi, S.H., M.H. (Korbid Kesra dan 

Mentor)  

Perancang PUU Madya 
 Yeni Handayani S.H. M.H. 

(Mentor) 

 Chairul Umam, S.H., M.H. Perancang PUU Madya 

Calon Perancang PUU 8 
Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, 
S.H. (CPNS)  

Esther Putri Lasmaida Panjaitan, Calon Perancang PUU 
S.H. (CPNS) 

 Della Asfarina Cahyaningrum,S.H. CaionPerancangPUU 

 M. Gadmon Kaisar, S.H. CalonPerancang PUU 

CalonPerancang PUU  Sumitra Abdi Negara, S.H 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

LAPORAN SING KAT RAPAT KOORDINASI PROGRAM AKTUALISASI 

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II TAHUN 2019 PADA 
UNIT KERJA PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN DPR RI 

TahunSidarig 	: 2019 

Masa Persidangan 	: V (lima) 
Triwulan 	 : III (tiga) 
Rapat ke 	 : 1 (satu) 

Sifat 	 Terbuka 

Jenis rapat 	 : Rapat Koordinasi 

Han, tanggal 	: Selasa, 23 Juli 2019 

Pukul 	 : 08.00 - 10.00 WIB 

Tempat 	 Ruang Rapat Kepala Pusat PUU Lt. 7, Gedung Setjen 
dan BK DPR RI 

Ketua Rapat 	: Ricko Wahyudi, S,H.,M.H 

Hadir 	 12 orang (terlampir) 
Acara 	 Pembahasan Kegiatan Aktualisasi Peserta Latsar 

CPNS Angkatan II Tahun 2019 pada unit kerja 
Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR 
RI 

PENDAHULUAN 

Rapat pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 dibuka pukul 08.00 WIB 
oleh Ricko Wahyudi, S.H., M.H, selaku ketua rapat. 

Adapun agenda rapat adalah pembahasan kegiatan aktualisasi peserta 

latsar CPNS angkatan II tahun 2019 pada unit kerja Perancangan 

Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI atas nama Esther Putri 
Lasmaida Panjaitan, S.H. 
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II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 

Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H memaparkan rancangan 
aktualisasinya yang berjudul "Optimalisasi Program Partisipasi 
Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) Guna 
Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif, 
Transparan dan Akuntabe". 

Adapun kegiatan, tahapan kegiatan dan output dan rancangan 
aktualisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

No.  j 	Kegiatan 	j 	Tahapan Kegiatan J 	Output 

1. Pengunggahan Berkoordinas! 	dengan 	1. 	Undangan 
Naskah Kepala 	Pusat 	FUU, 	Rapat 
Akademik dan Koordinator 	Bidang 	dan 	Koordinasi 	di 
Rancangan Perancang 	Undang- 	lingkungan 
Undang- Undang 	terkait 	program 	Pusat 
Uridang 	yang aktuaiisasi Penulis. 	Perancangan 
sedang Undang- 
disusun 	pada Berkoordinasi 	dengan 	Undang terkait 
Pusat Kepala Pusat PUU terkait 	pembahasan 
Perancangan persetujuan 	 program 
Undang- pengunggahan 	NA 	dan 	aktualisasi 
U 	Badan RUU di SIMAS PUU. 	Penulis. 
Keahlian 	DPR 
RI pada SIMAS Berkoordinasi 	dengan 	2. 	Laporan 

uu. Ketua 	Tim 	serta 	singkat 	hash 
Koordinator Bidang Pusat 	rapat 
PUU 	 terkait 	koordinasi 
pengunggahan 	NA 	dan 	terkait 
RUU di SIMAS PUU, 	pembahasan 

program 
Berkoordinasi 	dengan 	aktualisasi 
bagian Tata Usaha Pusat 	Penulis. 
Perancangan 	Undang- 
Undang untuk pengajuan 	3. Daftar hadir 
Penulis 	sebagai 	admin i  rapat 
SIMAS PUU. 	 koordinasi 

terkait 
pembahasan 
program 
aktualisasi 
Penulis. 

4. 	Naskah 
Akademik 	dan 
Rancancan 

2 



No 	Kegatan 	Taha pan Kegiatan 	j 	Output 

7 	 Undang- 
Undang yang 
diunggah 	di 
SIMAS PUU 
sesuai dengan 
Naskah 
Akademik dan 
Rancangan 
Undang-
Undang yang 
sedan g 
disusun. 

2. 	Publikasi 	1. Menyusun 	kerangka 1. 	Laporan 

program 	 substansi 	konten singkat 	hasil 

Partisipasi 	 videog raf is 	terkait rapat 

Masyarakat 	 program SIMAS PUU 1 koordinasi 

dalam 	 dan tutorial pemberian dengan Bagian 

Perancangan 	tanggapan pada Naskah Media Sosial 

Undang- 	 Akademik 	dan Biro 

Undang 	 Rancangan 	Undang- Pemberitaan 

(SIMAS PUU) 	Undang yang terdapat di Parlemen. 

dalam bentuk 	SIMAS PUU. 

konten 	 2. Daftar hadir 

videografis 	2. Berkoordinasi 	dengan 1 rapat 

yang diunggah 	Bagian Tata Usaha koordinasi 

di 	seluruh 	Pusat 	PUU 	terkait dengan Bagian 

media 	sosial 	penyusunan surat tugas Media Sosial 

DPR RI. 	 pembuatan videografis Biro 
oleh 	Bagian 	Media Pemberitaan 
Sosial Biro Pemberitaan Parlemen. 
Parlemen 	Badan 
Keahlian DPR RI. 	3. 	Konten 

videog rafis 
3. Berkoordinasi 	dengan I terkait program 

Bagian Media Sosial SIMAS 	PUU 
Biro 	Pemberitaan dan 	tutorial 
Parlemen 	terkait pemberian 
pembuatan 	konten tanggapan 
videografis 	terkait pada Naskah 
SIMAS PUU. 	 Akademik dan 

Rancangan 
Undang- 
Undang yang 

3 



No 	Kegiatan 	Tahapan Kegiatan 	 Outpu_ 

terdapat 	di 
SIMAS PUU 
yang 	telah 
diunggah 	di 
seluruh media 
sosial DPR RI 

1 

3. Penambahan 
fitur no-reply 
email 	pada 
website SIMAS 
PUU 	guna 
memberikan 
konfirmasi 
Iangsung 
kepada email 
masyarakat 
yang 
bersangkutan 
bahwa 
tanggapannya 
telah diterima 
dan 	akan 
ditindakianjuti. 

4. 	Pembuatan 
alur 	tindak 
lanjut 
tanggapan 
masyarakat 
yang masuk 
pada SIMAS 
PUU 	yanq 

lVIIydHdJId kU1IUSI 

saat 	ini terkait 
bagaimana tindak 
lanjut 	tanggapan 
masyarakat yang 
masuk 	pada SIMAS 
Puu. 

Alur 	tindak 
lanjut 	dan 
Perancangan 
Undang-
Undang terkait 
tanggapan 
masyarakat 
yang 	masuk 

1 Berkoordinasi dengan [1. 	Laporan 
Bagian Tata Usaha singkat 	hasil 
Pusat 	PUU 	terkait rapat 
penyusunan 	surat koordinasi 
tugas 	 terkait dengan BDTI 
penamoanan Thur no- 
reply 	email 	pada 2. Daftar hadir 
website SIMAS PUU rapat 
yang oleh BDTI Setjen koordinasi 
BK DPR RI. 	 dengan BDTI. 

2. Berkoordinasi dengan 3. Adanya fitur 

BDTI terkait tambahan baru 
penambahan fitur no- pada website 
reply email pada SIMAS PUU 
website SIMAS PUU berupa 	no 
yang oleh BDTI Setjen reply-email 
BK DPR RI. 

U II c 
memberikan 
konfirmasi 
langsung 
kepada email 
masyarakat 
yang 
bersangkutan 
bahwa 
tanggapannya 
telah diterima 
dan 	akan 
ditindaklanjuti. 

4 



No. I Kegiatan J_TahapanKegiatan j 	Output 

perlu 	 2 
dilakukan oleh 
Perancang 
Undang- 
Undang. 

Berkoordinasi dengan pada 
para 	Perancang 	PUU. 
Undang-Undang 	di 
pusat PUU terkait 
tindak lanjut tanggapan 
masyarakat yang 
masuk pada SIMAS 
Puu, 

SIMAS 

5. 	Sosialiasasi 
program 
aktualisasi 
Penulis 	di 
Pusat 
Perancangan 
Undang- 
Undang Badan 
Keahlian DPR 
RL 

3. Menyusun alur tindak 
lanjut 	tanggapan 
masyarakat 	yang 
masuk pada SIMAS 
Puu. 

Berkoordinasi 	dengan 
Perancang Undang-Undang 
di Pusat PUU terkait beberapa 
perubahan dalam program 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Perancangan Undang-. 
Undang (SIMAS PUU). 

Laporan hash 
koordinasi 
dengan 
Perancang 
Undang- 
Undang 	di 
Pusat 	PUU 
terkait 
beberapa 
perubahan 
dalam program 
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam 
Perancangan 
Undang- 
Undang 
(SIMAS PUU). 

Evaluasi  Penyusunan 	konsep Laporan 
I pelaksanaan 

 
kuisioner 
Perincian 

singkat 	hasil 
aktualiasi daftar kuisioner 
dengan stakeholder 	yang 	akan I terkait evaluasi 
pembuatan 
kuisioner  

diberikan stakeholder 
Menghubungi 

pelaksanaan 
yang aktua!isasai 

ditujuan stakeholder 	terkait 

kepada pengisian kuisioner 

stakeholder  Pembuatan 	kuisioner 
I melatuigoogleform 
I  Penyebaran 	kuisioner 
I kepada para stakeholder 

5 



No. 	Kegiatan 	Tahapan Kegiatan 	Output 
Pengumpulan kuisioner 
Pembuatan 	laporan 
singkat hasil kuisioner  

7. 1 Pembuatan 	1. Pengumpulan data baik Laporan hasil 
laporan hasH 	tulisan maupun gambar pelaksanaan 
pelaksanaan 	mengenai 	basil 	tiap aktualisasi 
aktualisasi 	tahapan 	kegiatan 

aktualisasi 
2. Penyusunan laporan hasil 

pelaksanaan aktualisasi  

KESIMPULAN 

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M,Hum selaku kepala Pusat Perancangan 
Undang-Undang Badan Keahlian DPR menyatakan dukungan dan 
memberikan izin kepada Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H untuk 
melaksanakan seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan pelaksanaan 
aktual,sasi yang berjudul Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat 
dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) Guna Mewujudkan 
Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif, Transparan dan 
Akuntabel". 

PENUTUP 
Rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB oleb Ketua Rapat. 

Jakarta, 23 Juli 2019 
Ketua Rapat, 

RickoWahyudi, S.H., M.H 
NIP. 197802082002121005 



LAMPIRAN II 
NOTA DINAS DARI PUSAT PUU KEPADA BDTI PERIHAL 

PERMOHONAN AKSES ADMIN SIMAS PUU ATAS NAMA PENULIS 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN, JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
--> 	 TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 571542315715 925 LAMAN: www.dpr.go.id  

NOTA DINAS 
Nomor: koQ /PU/VII/2019 

Kepada Yth, : Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi 
Dari 	Kasub. Bag Tata Usaha Perancangan Undang Undang 
Sifat 	Penting 
Hal 	: Permohonan Akses 

Dengan i.ni diberitahukan bahwa terkait dengan Pel.atihan 
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakafl oleh Pusat 
Pendidikan dan Latihan (Pusdikiat) Setjen dan BK DPR PJ di 
Wisma Gniya Sabha DPR RI Kopo Cisarua dan tanggal . .sd >dan 
sebagai tindak lanjut dari Rancangan AktualisaSi rnengenai 
Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Ijndang 
Undang (SIMAS PUU) Guna Mewujudkan Pembentukan 
Perundang Undangan Yang Partisipasif, Transparan dan 
Akuntabel, dengan mi kami mohon perkenan bapak dan untuk 
kelancaran tugas tugasnya dapat dibenikan Akses Sebagai Admin 
SIMAS PTJLJ di portal Setjen DPR RI kepada Sdni. Esther Putri 
Lamaida Panjaitan NIP. 199606232019032002 

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima 
kasih. 

Juli 2019 e 
Fahmi Asyari, S. Sos 

NIP. 196806151990031007 

Tembusan Yth. 
Kepala Badan Keahlian; 
Kepala Pusat Perancangan Undang Undang. 



LAMPIRAN III 
NOTA DINAS DARI PUSAT PUU KEPADA BIRO PEMBERITAAN 

PARLEMEN PERIHAL PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN 
VIDEOGRAFIS APLIKASI SIMAS PUU PADA SELURUH MEDIA 

SOSIAL DPR RI DAN TV PARLEMEN 



SEKRETARAT JENDERAL DAN BADAN KEAF-ILIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: wi.dpr,goJd 

NOTA DINAS 
Nomor : 4j' /PU/ VII! 2019 

Kepada Yth. : Kepala Biro Pernberitaan Parlemen 
Dari 	 Kepa.la Pusat Perancangan Lfndang-Undang 
Sifat 	: Penting 
Hal 	: Perrnohonan 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Legislasi, dan 
meriindaklanjuti hasil dari Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 
yang telah diselenggarakan ol.eh Pusat Pendidikan dan Latihan 
(Pusdikiat) Setjen dan BK DPR RI di. Wisma Gniya Sabha DPR Ri Kopo 
Cisarua dari tanggal 1 sd 20 Juli 2019 dan sebagai tindak lanjut dan 
Rancangan Aktualisasi Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli 
Pertama Pusat Perancangan Undang Undang Sdri. Esther Putri 
Lamalda Panjaitan NIP. 19960623 2019032002 , dengan mi kami 
niohon kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk: 

Melakukan pembuatan videografis terkait tata cara pembenian 
masukan pada SIMAS Perancangan Undang Undang. 

Pengunggahan videograEs terkait tata cara pemberian masukan 
pada SMAS Perancangan Unclang Undang di TV Parlemen. 

Pengunggahan videografis terkait tata cara pemberian masukan 
pada SIMAS PUU di seluruh media sosial DPR. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasaxnanya 
diucapkan terima kasih. 

Jakarta, 25 Juli 2019 

Dr. Inosenti Samsul, S,H., M,Hum. 
NiP. 196710 199003 1 007 

Tembusan Yth.: 
Pit, Kepala 8adan Keahlian; 
Kabag. Televisi dan Radio Parlemen; 
Kabag. Media Cetak dan Media Sosial. 



LAMPIRAN IV 
UNDANGAN RAPAT DAN DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI 

DENGAN BAGIAN PROGRAM DAN PRODUKSI TELEVISI PERIHAL 
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN VIDEOGRAFIS APLIKASI 

SIMAS PUU PADA TV PARLEMEN 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN FSLAhLI/AN 

f4 I  I  A ", 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 J 	TELP, (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 WEBSITE: www.dpr.go.id  

Nomor 	: 406 IPUJ07/2019 	 23 Jui 2019 
Sifat 	: Biasa 
Deraat 	Segera 
Ferihal 	: Undangan Rapat. 

Yth. 1. Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi 
2. Editor Program dan Produksi Televisi 
di Gedung Nusantara IV DPR RI 
Jakarta 

Bersama mi kami beritahukan dengan hormat, bahwa CPNS di Pusat Perancangan 
Uridang-Undang Badan Keahflan DFR RI atas narna Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H 
akan mengadakan kegiatan aktualisasi yang berkaitan dengan pembuatan dan 
pengunggahan videografis pada TV Parlemen terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam 
Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai 
Negeri SipilAngkatan H, Golorigan 3, Tahun 2019. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir dalarn rapat 
yang akan dilaksanakan pada: 

Han, tanggal 	: Rabu, 24 Juli 2019 
Waktu 	 : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai 
Acara 	 Rapat Koordinasi Pembuatan dan Pengunggahan 

Videografis SIMAS PUU pada TV Parlemen 
Tern pat 	 Ruang Rapat Program dan Produksi Televisi, 

Gedung Nusantara IV DPR RI 
JI. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. 

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran Saudara guna 
memberikan arahan dan masukannya. 

Untuk kelancaran komunikasi dan informasi [ebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. 
Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.F -I, Hp. 081289772956. 

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaan Saudara kami 
mengucapkan terima kasih. 

a.n. Kepsla Pusat 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusat PerE 

NIP. 1968015 199003 1 007 
Tembusan: 
- Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang. 



DAFTAR HADIR 
RAPAT KOORDINASI PEMBLJATAN DAN PENGUNGGAHAN 

VIDEOGRAFIS SIMAS PUU PADA TV PARLEMEN 

Han, Tanggal 	: Rabu, 24 Juli 2019 

Waktu 	 : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai 

Tempat 	 : Ruang Rapat Program dan Produksi Televisi, 

Gedung Nusantara IV DPR RI 

No. 	Nama 	Jabatan 	 Tan a Ta an 
Bayu Setiadi, S.IP. 	Kepala Subbagian Program /  

dan Produksi Televisi  
Esther Putri 	Calon Perancang Peraturan 
Lasrnaida Panjaitan, Perundarig-undangan AhIi 	5(5) 
S.H. 	 Pertama  
Ferdiyan 	 Penyelia Editor 	 / 

GandaTumanggor 	Editor 



LAMPIRAN V 
LAPORAN SINGKAT RAPAT KOORDINASI DENGAN BAGIAN 

PROGRAM DAN PRODUKSI TELEVISI PERIHAL PEMBUATAN DAN 
PENGUNGGAHAN VIDEOGRAFIS APLIKASI SIMAS PUU PADA TV 

PARLEMEN 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA 

LAPORAN SINOKAT RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PEMBUATAN 
DAN PENGUNGGAHAN VIDEOGRAFIS SIMAS PUU PADA TV PARLEMEN 
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI PESERTA 

LATSAR CPNS ANGKATAN II TAHUN 2019 

TahunSidang 	2019 
Masa Persidangan 	V (lima) 
Triwulan 	 : III (tiga) 
Rapat ke 	 1 (satu) 
Sifat 	 Terbuka 
Jenis rapat Rapat Koordinasi 
Han, tanggal Rabu, 24 Juli 2019 
Pukul 08.00- 10.00 WIB 
Tempat : 	 Ruang Rapat Program dan Produksi Televisi, Gedung 

Nusantara IV DPR RI 
Ketua Rapat Bayu Setiadi, S.IF. 
Hadir : 	 4 orang (terlampir) 
Acara Pembahasan 	Pembuatan 	dan 	Pengunggahan 

Videografis SIMAS PUU pada TV Parlemen dalam 
Rangka 	Pelaksanaan 	Kegiatan Aktualisasi 	Peserta 
Latsar CPNS Angkatan II Tahun 2019 

I. PENDAHULUAN 
Rapat pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2019 dIbuka pukul 08.00 WIB 
oleh Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi, Bayu Setiadi, 
S.IP, selaku ketua rapat. 

Adapun agenda rapat adalah Pembahasan Pembuatan dan 
Pengunggahan Videografis SIMAS PUU pada TV Panternen dalam 
Rangka P&aksanaan Kegiatan Aktualisasi Peserta Latsar CPNS 
Arigkatan II Tahun 2019 atas nama Esther Putri Lasmaida Panjaitan, 
S.H. 

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 
- Sdri. Esther Putri Lasmaida Panjattan, S.H memaparkan maksud dan 

tujuan disetenggarakannya rapat koordinasi dengan bagian Program 



SIMAS PUU pada TV Parlemen dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
aktualisasi peserta Latsr CPNS angkan H thun 2019. 
Bapak Bayu Setiadi, S.IP menyampaikan haftal yang perlu dilakukan 
sehubungan dengan tindak Janjut rapat koordinasi sebagai berikut: 

Pembuatan konsep videografis oleh Sdri. Esther Putri Lasmaida 
Panjaitan, S.H diserahkan paling lambat Kamis, 25 Jull 2019, 
Pembuatan videografis akan dikerjakan oleh Sdr. Ferdiyan 
sefaku Penyelia Editor dan Ganda Tumanggor selaku Editor. 
Video akan menggunakan pengisi suara (voice over) oleh Sdri. 
Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H yang naskah 
videografisnya dibuat dan diserahkan oleh Sdri. Esther paling 
lambat Kamis, 25 Juli 2019. 
Perekaman suara (voice over) untuk keperivan videografis 
dilakukan pada hari Kamis, 25 Juli 2019. 

IU. KESIMPULAN 
Bagian Program dan Produksi Televisi menyatakan dukungan dan siap 
rnembantu pe[aksanaan aktualisasi peser'ta latsar CPNS angkatan II 
tahun 2019 atas nama Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H. 

IV. PENUTUP 
Rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat. 

Jakarta, 24 Juli 2019 
Ketua Rapat, 

Bayu Setiadi, SIP. 
NIP. 197903262005021002 

2 



LAMPIRAN VI 
NASKAH VOICE OVER VIDEOGRAFIS APLIKASI SIMAS PUU 



Naskah Video SIMAS PUU 

Naskah Keterangan 
Mari 	Berpartisipasi 	dalam Animasi 
Penyusunan Naskah Akademik dan 
Rancangan Undang-Undang! 

Saat 	ini, 	masyarakat 	dapat 
berpartisipasi 	menyampaikan 
aspirasinya terkait Naskah Akademik 
dan 	Rancangan 	Undang-Undang 
yang 	sedang 	disusun 	di 	Pusat 
Perancangan Undang-Undang Badan 
Keahlian 	DPR 	RI 	melalui 	aplikasi 
SIMAS PUU. 

Bagaimana 	caranya? 	Yuk 	simak 
sampai akhir!  
Pertama silahkan mengakses website Web Pusat PUU 
Pusat Perancangan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR RI. Kemudian SIMAS PUU 
klik menu aplikasi SIMAS PUU lalu 
pilih Naskah Akademik atau RUU. Naskah Akademik + RUU 
Setelah muncul daftar NA atau RUU, Detail 
silahkan klik kolom "detail", kemudian 
isi 	data 	diri 	Anda 	pada 	kolom Data din 
kuisioner dan berikan pendapat Anda 
pada 	kolom 	jawaban 	yang 	telah Pertanyaan + Jawaban 
tersedia. 
Kemudian Anda dapat mengunggah Upload Dokumen 
data pendukung pada kolom upload 
dokumen 	sebagai 	penunjang 
pendapat Anda.  
Mudah 	bukan? 	Ayo 	berpartisipasi #Tagline 
menjadi bagian dalam Perancangan 
Undang-Undang!  



LAMPIRAN V11 
UNDANGAN RAPAT, DAFTAR HADIR DAN LAPORAN SINGKAT 

RAPAT AKTUALISASI PENULIS DENGAN BDTI TERKAIT 
PENAMBAHAN FITUR NO-REPLY EMAIL PADA 

APLIKASI SIMAS PUU 



:fLA 

Mas Angga 8.30 di pusdikiat yaaa 

-4- 	 n 	,n. 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE P05 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN www dpi go id 

Daftar Hadir Peserta 
Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

Han, tanggal 	: Selasa, 23 Juli 2019 
Waktu 	 Pukul 08.30 - 12.00 WIB 
Tempat 	Ruang Rapat Pusdikiat 

No 	 Nama 	 . 	 Unit Kerja 	 Tanda Tangan 

Esther Putri Lasmaida Panjaitan 	Pusat Perancangan Undang-Undang 
1. 

Hesekiel MarudutMorsa 	 inspektorati 
 2. 

Dandy Adrian Azkara 	 Pusat Penelitian 

TasyaArmani Putn 	 Tu Pusat PUU 

Yudi Prawira 
5. 

Nalia Anasiya 
	

Bagian Kepegawsian 	
6. 

7 
	Ridha khoirunnisa 
	

Bagian Pengaduan Masyarakat 

Muhammad Iranda 
	

Bagian Sekretariat Komisi III 
8 

Refaini Hasna Ghassani 
	

Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU 

Anisa Rahnriasari 	 Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU 
10, 

Burhanudin M faturahman 	Pusat Penelitian 
11. 

12. 
	DestyaAndini 
	

Sekretariat Komisi V 	
12. 

L 	L.... 
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No 	 Narna 
	

Unit Kerja 
	

Tanda Tangan 

Faisal Riyadi 
	

nspektorat 11 

Yusuf Satrio Pambudi 
	

Unit Layanan Pengadaan 
	

77 

Rhesa Ardiansyah 
	

IBkang Pelaksanaan Dikiat 	
15. 



LAPORAN SING KAT 

RAPAT PEMBUATAN APLIKASI BERSAMA BOTI 

Iahun sidang 	: 2018 - 2019 

Jenis Rapat 	 : Rapat Koordinasi 

Si lu Rapat 	 Terbuka 

1-lariil'anuual 	 Selasa, 27 Jul i 201 9 

Pukul 	 08.30 - 10.00 WI B 

I'empat 	 Ruang Rapat Pusdikiat 

Gedurig Sekretariat Jenderal lantai 4 

Acara 	 Pembahasan Pembuatan Aplikasi Bagi Proyek Aktualisasi CPNS 

ketua Rapat 	 Ileny Widyaningsih, S.Psi.. M.Si 

Iladir 	 BIDANG DATA DAN TEKNOL(i)CiI INFORMASI 

I. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I. 

Muhammad Sasmito Adi Wibowo A.Md. 

Daniel Tri Widiatmoko, A.Md 

CALON PEGA WA! NEGERISJJ11 

Esther Putri Lasmaida Panjaitan,S.H. 

Tasya Armani Putri, SEA 

Ridha Khoirunnisa, S.I.P. 

Dandy Adrian Azkara, S. E. 

Yudi Prawira 

Faisal Riyadi, S.E. 

Refaini Flasna Ghassani, S. H. 

Anisa Rahmasari. S. 11. 

1-lesekiel Marudut Morsa, S.E. 

10, YusufSatrio Pambudi. S.E. 

11. Rhesa Ardiansyah. S.Pd 

12, Muhammad Iranda, S.M. 

13. Destya Andini, S.E. 



I. IEMI3UKAAN 

1. Kepala Fvaluasi Dikiat, Ileny Widvaningsih. S.Psi.. M.Si. selaku Ketua Rapat membuka 

rapat pada rukul 08.3() WIB. 

II. PEMBALIASAN 

Rapat dilaksanakan dalam rangka pembuatan aplikasi untuk proyek aktualisai CPNS 

209. 

Masing-masing peserta mengutarakan kepentingannya kepada BDTE dan kemudian 

dilakukan pendalaan sesuai kehutuhan masing-masing untuk ditidak Ianj uti. 

III. KESIMPULAN 

1. BDITI menyatakan clukungain dan siap menibantu pembuatan aplikasi untuk proyek 

aktualisasi CPNS 2019. 

IV. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat. 

KETUA RAPAT. 

HenvWdvanigiJsi.. M.Si 
NI P. 19721 203 1998032003 



LAMPIRAN Vill 
TEMPLATE ISI NO-REPLY EMAIL PADA APLIKASI SIMAS PUU 



Nama Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H 
NIP 19960623 201903 2 002 
Judul Aktualisasi Optimalisasi 	Program 	Partisipasi 	Masyarakat 

Dalam 	Perancangan 	U ndang-Undang 	(SIMAS 
PUU) Guna Mewujudkan Pembentukan Undang- 
Undang 	Yang 	Partisipatif, 	Transparan 	dan 
Akuntabel 

Nama Proyek Aktualisasi Penambahan fitur Auto Reply Email ke Pemberi 
Masukan di SIMAS PUU 

Input Template 	auto 	reply email ke 	pemberi 
masukan bahwa masukan telah diterima 
Template 	auto reply email ke 	pemberi 
masukan 	bahwa 	masukan 	telah 
ditindakianjuti 

Proses Membuat template auto reply email yang akan 
dikirimkan ke email pemberi masukan di SIMAS 
PUU 

Output 1. Template 	auto 	reply email 	ke 	pemberi 
masukan bahwa masukan telah diterima 

Naskah Akademik 

Subject: 
Pemberitahuan 	Penerimaan 	Masukan 	dalam 
SIMAS PUU 

Body Email: 
Terima 	kasih 	telah 	berpartisipasi 	memberikan 
pendapat Anda dalam Naskah Akademik Undang- 
Undang 	[ ... ]. 

	
Masukan 	dengan 	keterangan 

sebagai berikut: 

Nama: [...] 
Pekerjaan: [...] 
N0HP:[ ... ] 
Status: Dalam Proses Moderasi 

Telah diterima dan akan ditindaklanjuti. 

Hormat Kami, 

Pusat Perancangan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR RI 
Gedung 	Sekretariat 	Jenderal 	dan 	Badan 
Keahlian DPR RI Lantai 7, 
JI. 	Jend. 	Gatot 	Subroto, 	Senayan, 	Jakarta 
Pusat 10270. 
TeIp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706 



RancanganUndag-Undang 

Subject: 
Pemberitahuan Penerimaan Masukan dalam 
SIMAS PUU 

Body email: 
Terima kasih telah berpartisipasi memberikan 
pendapat Anda dalam Rancangan Undang-
Undang [ ... ]. Masukan dengan keterangan 
sebagai berikut: 

Nama: [ ... ] 
Pekerjaan: [...] 
No HP: 
Status: Dalam Proses Moderasi 

Telah diterima dan akan ditindakianjuti. 

Hormat Kami, 

Pusat Perancangan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR RI 
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR RI Lantal 7, 
JI. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 
Pusat 10270. 
TeIp. 021 -571 5468 / 5715455 - Fax. 021-571 5706 

2. Template auto reply email ke pemberi 
masukan bahwa masukan telah 
ditindakianjuti 

Naskah Akademik 

Subject: 
Pemberitahuan Tindak Lanjut Masukan dalam 
SIMAS PUU 

Body Email: 
Terima kasih telah berpartisipasi memberikan 
pendapat Anda dalam Naskah Akademik Undang-
Undang [ ... ]. Masukan dengan keterangan 
sebagai berikut: 

Nama: [ ... ] 
Pekerjaan: [...] 
N0HP:[ ... ] 

Telah ditindaklanjuti dengan catatan sebagai 
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berikut: [ ... ] 

Hormat Kami, 

Pusat Perancangan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR RI 
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR RI Lantai 7, 
JI. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 
Pusat 10270. 
TeIp. 021-5715468 I 5715455 - Fax. 021-5715706 

Rancanqan Undang-Undang 

Subject: 
Pemberitahuan Tindak Lanjut Masukan dalam 
SIMAS PUU 

Body email: 
Terima kasih telah berpartisipasi memberikan 
pendapat Anda dalam Rancangan Undang-
Undang [ ... ]. Masukan dengan keterangan 
sebagal berikut: 

Nama: [ ... ] 
Pekerjaan: [.1 
NoHP:[ ... ] 

Telah ditindakianjuti dengan catatan sebagai 
berikut: [ ... ] 

Hormat Kami, 

Pusat Perancangan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR RI 
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahllan DPR RI Lantai 7, 
JI. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 
Pusat 10270. 
TeIp. 021 -571 5468 / 5715455 - Fax. 021 -571 5706 

'3 



LAMPIRAN IX 
BUKU PANDUAN APLIKASI SIMAS PUU (NOTIFIKASI AUTO REPLY 

EMAIL APLIKASI SIMAS PUU) 



Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian 

DPRRI 

I 	 _ 



DAFTAR ISI 

MASUK (LOG IN) KE PORTAL.......................................................3 

MASUK (LOG IN) KE APLIKASI PUSAT PUU....................................3 

NOTIFIKASI AUTO - REPLY EMAIL KETIKA MASYARAKAT 4 
MEMBERIKAN MASUKAN TERHADAP NASKAH AKADEMIK 
DAN/ATAU RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA APLIKASI SIMAS 
Puu ............................................................................................. 
NOTIFIKASI AUTO - REPLY EMAIL FEEDBACK DARI PUSAT 5 
PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP MASUKAN 
MASYARAKAT 	PADA 	APLIKASI 	 SIMAS 
PUu.............................................................................................. 



Pada halaman 	utama Portal akan 

ditampilkan aplikasi-aplikasi yang dapat 

Anda Akses, 

Klik pada logo Aplikasi Pusat PUU 

Bila berhasil maka halaman depan Aplikasi 

Pusat PUU akan ditampilkan dan logo Portal 

Setjen DPR akan berganti menjadi logo 
iM 	 - 	- 

Pusat PUU Admin. 

MASUK (LOG IN) KE PORTAL 

Sebelum masuk ke Aplikasi Pusat PUU kita terlebih dahulu harus masuk ke 

dalam Portal Setjen DPR RI. Portal berfungsi sebagai pintu masuk tunggal aplikasi-

aplikasi yang ada di lingkungan Setjen DPR RI. 

Dengan adanya Portal, kita hanya perlu mengingat satu nama pengguna dan 

satu password untuk mengakses email DPR dan semua aplikasi yang diijinkan. 

Gunakan 	versi 	terbaru 	dari 	program 	penjelajah 	Internet, 	kami 

merekomendasikan Mozilla Firefox dan Google Chrome. 

Buka alamat http://portal.dpr.go.id/ 

Isi kolom Pengguna dan Password lalu kilk tombol 

Bila berhasil, Nama Lengkap dan Peran Anda akan tertera di kotak pads pojok 

kiri atas. 

ji 

MASUK (LOG IN) KE APLIKASI PUSAT PUU 



3. NOTIFIKASI AUTO - REPLY EMAIL KETIKA MASYARAKAT 
MEMBERIKAN MASUKAN TERHADAP NASKAH AKADEMIK DAN/ATAU 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA APLIKASI SIMAS PUU 

Ketika masyarakat telah memberikan masukan pada aplikasi SIMAS PUU, akan 

muncul pop - up notification seperti berikut: 

pusatpuuupr.ga.d says 

Terima kasiti atas partsipasi anda dalam pnyusunan NA dan RUU 

di Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahliaa DPR RI. 

~'A SP 

Selanjutnya pada email pengisi kuesioner akan secara otomatis terkirim email 

balasan notifikasi auto-reply dari sistem. 

Pemberitahuan Penerimaan Masukan dalam SIMAS PUU 

2 	SIMAS PUU no_repIypr.g.d 	 1 1.49 AM (0 minutes ago) 	* 
torne' 

'A Indonesian 	> Enghsh 	Transiate message 	 Turn off for. Indonessr 

renma kasih telali berpart isipasi membertkan pendaat Ancta dalam Naskah Akademik Urctang-Undang RUU tertang 

Eneri Baru dan lerbanikan Masukan dengan keterargar se Dagal berikut 

Nama: Esther Putri 

Peker1aan: Pegawal Neqeri Spl 

No HP: 081289772956 

Status: Dalam Prosos Moderasi 

Teish ditenma dan akan dtirdakanjut 

Hormat Karni, 

Posat Perancangan Undang.Undang 

Badan Keahlian DPR RI 

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahhian DPR RI Lantai?, 

JI. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270 

TeIp. 0215715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706 



Setelah itu admin akan melakukan moderasi terhadap tanggapan yang masuk ke 

dalam aplikasi SIMAS PUU. 

4. NOTIFIKASI AUTO - REPLY EMAIL FEEDBACK DARI PUSAT 

PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP MASUKAN 

MASYARAKAT PADA APLIKASI SIMAS PUU 

Setelah masyarakat memberikan tanggapan terhadap Naskah Akademik dan/atau 

Rancangan Undang - Undang pada aplikasi SIMAS PUU, tanggapan tersebut akan 

terekam dalam aplikasi PUSATPUU (admin). 

 - 	:: t5Ifle Patr 

Lasmada Panjaitan 

'era, admrn 

AdmlntUta 

:aya urn 	 + 

Daftar 1.gawa 

	

Pnreubs 	 + 

a core 502 

bthar Agenea 	 + 

Dsaftrr Alg.n, F010 	+ 

'altar Kontak 

.akar oreten Stats 

aitar Pidre 	 + 

Prodok tImlah 

\asaC AkaernrI1 	+ 

+ 

	

Prodigy 	 4 

+ 
asjran'a,e Kerja 	 + 

* 

SimM PtaU 

'ekuaan 	 + 

:. r r:.kaVr Terak$rit 	4 

C,itc1 	 4 

	

-gee taitra 	 + 

-er tenkiCh 	 4 

+ 
+ 

Edit Penyusunan 
Beet. to D.tItg Pensaei;n,t:, 

Tanggal y.gtjr 

JtCd Ce! RUB gje rg teorgest; 	t- 	 auu-:. 	. 

	

Tahgjran 	BOObOO Aen; Sd 

Qeskrupsi : Saran BalMactor rang sanqat BE ,  flu Ca am bafleea - finr.c --  

0<01cm sCala banger Adrian samBa- endS.  Face Oflufi 

nom:I-k, peanan yang saeyat <for bestIr menjad; 
utarna Utetuk be :em55u';n 501535 -a - fia HbOrresC '0 

sam.ISI Suet, err- c,- -e3.. I - - fl 5 - 

:;e(ytfa'l:asi-C 	t:-t!33-j3er:1:S 

	

CetntjttPneson 	..0r5 - 3- Ce 

	

hle (aesCeocer. 	bre0050 1:0 Se ucz,e.: 	 :u5-g' 2P .'je 

Staer P051m0: PebigrIed 

	

Tombah gam,000: 	tsflmaIu Sasuogn floe 	KemDaC 

Kacconpe 	S::S:;ene T;rn 

Igama 	Unta 	PoSeaejarn 	Persded!kne 	Enod 	 T*eSi+o.n 	Staten 

TetaB.enir 	 - 	 005tanug 

KIik EDIT untuk melihat tanggapan masyarakat tersebut. 



Setelah muncul tanggapan masyarakat pada Naskah Akademik dan/atau 

Rancangan Undang-Undang tersebut, apabila tanggapannya diakomodir, silahkan 

klik STATUS AKOMODIR dan ubah menjadi DIAKOMODIR lalu berikan keterangan 

pada kolom KETERANGAN AKOMODIR kemudian klik tombol SIMPAN. 

Edit Pertanyaan 
1r Putr 

tasmaida Panjaifan  

• as 	ad nun 

Admin,sfrasl 

rn No. Uruf 

)afta 	P;awa 'ertanpada 	•asa.2s 	anna 	 . 	maCC.. 	CC. 	CCC 

Daar Pan 4. 	 .. 	
.. 	.. 

4. 

Lna 	Ana. '.DCC + 
a 	a ban 

C)a'aC Konlak 

[)afar Korten Statis 

Lfar VieD + 

Produk llmiah 
taus Akomodir: 	Dia,omodi, 

Keterangan Akotnodlr 	Santtai re:evanl 
P.m + 

lana 	'rCpy 4. 

+ 

an Kea + 
+ 

Kemudian ubah kolom STATUS POSTING menjadi PUBLISHED pada bagian atas 

kuisioner IaIu klik tombol SIMPAN seperti berikut: 

Edit Kuesioner 
£5,r Put,, 

Lasmaida Panjaitan U..(.. to tcl.t PCnCLU or 

an admCn 

Administrasi Mama Responden  

Liaftar Usra : 

)atar Pegawa lEfts Keramin 	Perr'ç:..a - 
.arCar Petura + 

Paf.kar, TaraLior 
Cm teCflal 

i)afar Agenda + Pe5erjaan 	Pegawa Negerr S a 

.ar Abarm locc, Email 

L,nta, RentaL 
lelepon: 

Laftar Renter, Stars 
Uploattlale - 	- 

Daftar Vrdeo 4. ... PItS Stotas Potr rrrj -- 
Status Posting 	a 	Draft 

+ 
a 
	 Keart a 



Setelah mengubah status posting menjadi published, secara otomatis akan terkirim 

auto reply-email kepada responden seperti berikut: 

Pemberitahuan Tindak Larijut Masukan dalam SIMAS PUU 

SIMAS PUU o_rn5,.d5, gu .4. 	 2 43 PM t2 	n5o. 	7 

A Kdortesiar. • 	> English - Trwisleis mansage 	 Turn off for Indonesiun 

1€nnni IsasdI teeh befpaf5utpasi 	biln 	ndspni ArdadatSnn Naskah A6scnn Li, ,,g.Jndn1 RUU tentang Er'erg. Baru dat, Te,t.andIan Masukr, 0encar 4oe'li5' 

ssna9ai bet,kul 

Nwn Esthw Puti 

Pekanjaar,: Pegawai neer, SoL 

No HP: 081289772956 

ro:h th6nd5kJarnub Seorgan catatan sebagai b.6i5 l(LIKDM 

,rnnaI Kam. 

P.isSI Parannangan Undang-Undang 

Sudan t(eahlian DPR RI 

6th,ig Sakretanat .Jenderat dan Sudan Keahliun DPR RI Lanta, 7, 

JI, Jend Gatot Subroto, Senayan. Jakarta Punat 10270 

TuIp 0216715488 5715455. Faa. 021.5716706 

Selain notifikasi auto - reply email Iangsung kepada email responden, responden 

juga dapat melihat status tanggapannya pada website SIMAS PUU. 

S{MAS PUU 0 

- 	 - 	 - -- 

Nama Responden' 	 : Esther Putr, 

Pekeqaan 	 Pegawai Negeri SnI 

No 	Jawaban Status 

3...] Otakomodir 

.3 Tidak Dakornodir 

3...] Tidak D,ekomodr 

1. 	.3 fldsk Diakornodr 

3...] T,dak Diakornodir 

3...] Tdsk Diakornothr 

Keterangan 

Sangat relevan 



LAMPIRAN X 
REKOMENDASI TINDAK LANJUT TANGGAPAN MASYARAKAT 

TERHADAP NA DAN RUU PADA APLIKASI SIMAS PUU 





REKOMENDASI 

TIN DAK LANJUT TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP NASKAH 

AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA APLIKASI 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERANCANGAN UNDANG- 

UNDANG (SIMAS PUU) 

Berdasarkan hasil pelaksanaan aktualisasi yang telah dilakukan dengan 

isu "Be/urn optirna/nya pelaksanaan ap/ikasi Partisipasi Masyarakat dalam 

Perancangan Undang-Undang (S/MA S PUU)", satah satu output dan 

kegiatan aktualisasi mi berbentuk rekomendasi kepada Kepala Pusat 

Perancangan Undang-Undang yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya penunjukkan kepada 1 (satu) orang atau Iebih dalam setiap 

susunan tim penyusun Naskah Akademik ("NA") dan Rancangan 

Undang-Undang ("RUU") sebagal Admin aplikasi Partisipasi 

Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang ("SIMAS PUU") 

yang bertugas untuk: 

mengunggah dokumen NA dan RUU pada aplikasi SIMAS 

PUU yang telah diberikan tanggal draft NA dan RUU 

tersebut pada bagian atas dokumen (header) dan watermark 

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR 

RI dengan contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran I; 

memantau tanggapan masyarakat terhadap NA dan RUU 

yang masuk pada aplikasi SIMAS PUU; 

berkoordinasi dengan tim penyusun NA dan RUU terkait 

hasil pantauan tanggapan masyarakat masuk pada aplikasi 

SIMAS PUU; 

menindakianjuti hasil pertimbangan tim penyusun NA dan 

RUU terhadap tanggapan masyarakat yang masuk pada 

SIMAS PUU dengan memberikan feedback melalui aplikasi 
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Admin SIMAS PUU dengan keterangan Iebih lanjut 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran II; dan 

e. menyusun rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap NA 

dan RUU tersebut pada aplikasi SIMAS PUU dengan format 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran III. 

Catatan huruf e: Agar /ebih efisien, sebaiknya ditambahkan 

fitur baru pada aplikasi Admin S/MA S PUU yaitu fitur "print" 

sehingga Perancang tidak per/u men yusun secara manua/ 

rekapitulasi tan gga pan masyarakat terhadap NA dan RUU pada 

ap/ikasi SIMAS PUU (per/u koordinasi dengan BDTI). 

2. Melakukan sosialiasi aplikasi SIMAS PUU secara berkala pada 

seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen. 

Pada dasarnya tindak lanjut terhadap rekomendasi mi diserahkan kembali 

kepda wewenang Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang. 

Demikian rekomendasi mi disampaikan, semoga bermanfaat dan dapat 

menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan di Pusat 

Perancangan Undang-Undang terkait dengan pelaksanaan aplikasi 

SIMAS PUU. 

Jakarta, Agustus 2019 

Esther Putri Lasmaida Panjaitan,H 
NIP. 199606232019032002 
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Lampiran I 

Contoh Pemberian Tanggal dan Watermark Pada Draft Naskah 
Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Yang Akan 

Diunggah Pada Aplikasi SIMAS PUU 

Gambar I. Contoh Pemberian Tanggal dan Watermark pada Draft Naskah 
Akademik Yang Akan Diunggah Pada Aplikasi SIMAS PUU 



Gambar II. Contoh Pemberian Tanggal dan Watermark pada Draft 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Yang Akan Diunggah 

Pada Aplikasi SIMAS PUU 

DRAF RLU 1004/19 - BAHAN UJI KONSEP 

RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUELIK INDONESIA 

NOMOR... TAI1UN... 

TENTANG 

SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINThE 

ENGAN RAHMAT TUHAN VANG M.HA ESA 

PRESWEN REPUHUK INDONESUN 

Mhang 	t hahwa tui.in negara sehazamaa d*atkan dalam 

Pancasila dan UndangUndang DaNegara Republik 

Indonesia Tahun 1945 d4it diwuudkan okh aparatur 

pemerthtah sebag unsur pokok dalam 

penveIenggaraan ber*ngsa dan bernegara yang 

dilaksanakan denan tala kelola pexnerineahan yang 

bak: 

b hahwa Untuk mencapai tata kelola pemenntahan yang 

badt perlu thseicnggarakan pengawasan intern 

pemeriUah yang bet- ntegrtas mandtri pro csionai dan 

amtabeL 

c- bahwa pnaturan rnngenai pengawaan intern 

pemeruuah snat mi tersebar dalani beberapa peraturan 

perundang- undangan sehingga diperlukan suatu 

ketentuan peraturan perun cia ngunda ngan yang 

tenntegrast; 

d. bahwa benlasarkan pertimbangan sebagamrnanzi 

dimaksud dalani huruf a, huruf b. dan huruf c, perlu 

tnembentuk Undang-Undang tentang Sistcrn 

ega¼nsan Intern P€nerintah. 



Lampiran II 

Pemberian Feedback Kepada Masyarakat Yang Telah Memberikan 
Tanggapan Pada Aplikasi SIMAS PUU Melalui Admin SIMAS PUU 

. Edit Penyusunan 
rPriTti 

Tanggal  

)"dul RUU  kLJU ttaç el1b 

Konsop Awai RUU 

urnj-Udang NomOr 2 Tr' 

:c1e3a (Undan indang tentang Kpon) teh dasab  
baru yang methkan Poi becnenta se (Ovn 

akir Pi 	1 	ri3 r3m 	r ukr 

CottPeron: 

	

*4e (ueoner: 	 No te 3ct 	 2' 

	

Status Putln S 	 , 

	

bab Kues)oaer 	I amb 	 mikdi 

Keterangan: 

Di bagian bawah data akan ditampilkan data koresponden I masyarakat 
yang telah memberikan masukan melalui Aplikasi SIMAS PUU pada 
Website Pusat PUU. KIik EDIT untuk melihat daftar pertanyaan dan 
jawaban yang telah diberikan. 

	

a Osa 	Pkeqaao 	Pthn 	£maH 

	

3: 	 13ko' 	 62S1 1 133331 	 ET I CSELET 



o. Pi1anya 	 Jawabw 	 Ss 	Kr49 

ip 	1. 	Apkih a4a svrn dar, 	b 9iw rtak m$rnmnhicebwt'uhan  

P1$Z 	 yrakt dr rflgk mencpl 

	

4cn 	 neg, crkn 	tci Pi 

	

RU 	 vr 
kt dein 	rmjnj 	ci 

Keterangan: 

KIik EDIT untuk memberikan komentar/ tanggapan terhadap masukan 
tersebut apakah dapat diakomodir atau tidak. 

Setelah selesai janga lupa klik tombol Simpan. 

Edit Pertanyaan 
tk to Daltar Pedln 

Tahau 	- 	- 

t+o.tlrut: 

S!fl 

	

5 	RUL - 

)awaban S 	 ritu -rme - Ri eLn.n 	 fl- 

	

mncwap tujuan nea, derun peruatan Pn seb 	- 
•n rT*nj3ga keamanan dan keterva 

:flJUrUflQ tFQ9i hak a5ag tTWUS S-.' 	- 	- 

Status Akomuthr : - 

tranJmn Akomodt 

iv 



LAMPIRAN III 

FORMAT REKAPITULASI TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP NA DAN RUU PADA APLIKASI SIMAS PUU 

(JUDUL) REKAPITULASI TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP NASKAH AKADEMIK RUU [ ... ] I RUU [ ... ] 
PADA APLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERANCANGAN UNDANG-UNDANG (SIMAS PUU) 

Identitas Responden 

Nama: 
Pekerjaan: 
Usia: 
Email: 
No Telepon: 

No. Tahapan Pertanyaan Jawaban 
Status 

Akomodir 
Keterangan 
Akomodir 

__________________  



LAMPIRAN XI 
DAFTAR PERTANYAAN KUISIONER EVALUASI 

APLIKASI SIMAS PUU 



Kuisioner Evaluasi Aplikasi Partisipasi Masyarakat 
dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) 
Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) merupakan aplikasi 
berbasis website di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya berupa tulisan terkait 
dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang di susun di Pusat 
Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kuisioner ini ditujukan untuk mengetahui 
bagaimana pengetahuan masyarakat terkait dengan aplikasi SIMAS PUU, kemudian untuk 
memberikan gambaran bagaimana pendapat masyarakat terkait aplikasi SIMAS PUU yang sudah 
ada dan saran untuk aplikasi SIMAS PUU ke depan. Terima kasih atas partisipasi Anda! 

SIMAS PUU 

SIMAS Pk.0 atau Paysyas Masyaraxa; daiarn Prancar,gar. Undangundang rowucdkan pembantukan uncanqu.,ddng yang partspatit, ttnsparan akurraoo. berirtegras. 
afisren den efektI m&aRJI beberepa r.strumen 

Panyasunan datarraue stakewidet yang mePpuy data keyakaran. ketokahen. Iernbaga kenrasya'akebna unrenr. ataa yang bardafter serta nriva strategs yang tales 
rneiahukan MOU dengan Bather Keanran DFR RI 

en5nrornrashan nepada pubic rancana penyusunan Naskalr Ahademh dan draft RIJU d aadan <caftan DPR RI 
3. Menyarnyaikan masukll.masySrakat boners lessonratis dan lsrsrrbklur ternadap Nasbah Akadenik dan RUU yang sedang disspkan. 
4 Pengoahan masukar nrasyurakat sacara transparan akilntabei. ePson serta berinlogrtas 
P Menyarnyakar elsa mengnfarmesinan hoped, rnasyaracat heel ban pengola's- masunan sorts Indak anLItinys 

Videografis SIMAS PUU! 

Terima kaslh dan Selamat Berpastisipasi dalam SIMAS PUOI 

1. Pekerjaan 
Mark only one oval. 

L Mahasiswa 

C Doseri 

Peneliti 

C Penegak Hukum 

C ASN 

C Karyawan Swasta 

' Other: 

2. Usia 



1. Apakah Anda pernah menyampaikan aspirasi terkait dengan Naskah Akademik dan 
Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang 
Badan Keahllan DPR RI? 

Mark only one oval. 

Pernah 

Tidak pernah 

2. Jika pernah, media apa yang Anda 
gunakan untuk menyampaikan aspirasi 
Anda? 

Tdak periu disi. jika jawaban Anda pada 
pertanyaan No. 1 tidak pernah 

3. Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat aplikasi SIMAS PUU sebagai aplikasi berbasis 
website untuk menjaring masukan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan 
Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan 
Keahllan DPR RI? 

Mark only one oval. 

Ya saya mengetahul 

( 	Tidak mengetahui 

Silahkan simak videografis aplikasi Partisipasi Masyarakat 
dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) berikut mi! 

httpJ/youtube.comlwatch?v=DXbLcoTOvHI 

4. Jika iya, dari mana Anda mengetahui informasi tersebut? 

TidaK perlu di:s ka jawaban Anda pada pertanyaan No. 3 tidok rnengetahLn 
Mark only one oval 

Media Sosia! DPR RI 

C Website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 

C Informasi dari rekan 

( 	. Other: 



7. 5. Apakah Anda pernah memberikan masukan terhadap Naskah Akademik dan Rancangan 
Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan 
Keahlian DPR RI melalul aplikasi SIMAS PUU? 

No Pertanyaan 	 Jawaban 

1 	
Apa yang Anda ketahui tentang substansi 
pengaturan RUU ni? 

Apakah perrnasalahan yang terjadi di 
masyarakat dan kebutuhan rnasyarakat terkait 
pengaturan RUU mi? 

Teori dan asas/prinsip apa sajakah yang sesuai 
dan dapat dijathkan dasar dalam penyusunan 
kajian awal mengenal pengaturan RUU ni2 

Peraturan perundang-undangan apa sajakah 
yang penting untuk dika1i, dianalisis, dan 
dievalusi terkait dengan muatan yang diatur 
dalam RUU ni? 

Apakah yang dapat nienjadi dasar pemikiran 
(secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dalam 
penyusunan kajian awal pengaturan RUU ni? 

Bagaimana pendapat Anda jika ada pengaturan 
mengenai RUU ini dalam bentuk undang-
undang? Apa saja yang sebaiknya diatur? 

Upload Dokumen 	 Choose Fe No file chosen 

SuDrihi I  Canc& 

Mark only one oval. 

( 	Pernah 

( 	Tidak pernah 

8. 6. Setelah menonton videografis pengenalan aplikasi SIMAS PUU pada pertanyaan No. 3, 
menurut Anda, apakah SIMAS PUU mempermudah masyarakat untuk menyampaikan 
masukan terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun 
di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI? 

Mark only one oval. 

Ya 

(• 	Tidak 

9. 7. Silahkan berikan kritik terhadap aplikasi SIMAS PUU saat mi dan saran untuk aplikasi 
SIMAS PUU ke depan! 

Powered by 

11 Google Forms 



LAMPIRAN XII 
HASIL KUISIONER EVALUASI APLIKASI SIMAS PUU 





Hasil Kuisioner Evaluasi Aplikasi Partisipasi Masyarakat dalam 

Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) 

Jenis Pekerjaan Responden 

Mahasiswa 	 Dosen 	 Peneliti 

IN Pen egak Hukum 	0 ASN 	 Karyawan Swasta 

Lainnya 
Keterangan: 98 responden menjawab 

Usia Responden 
0 

18 sld 32 tahun 	;i33 sld 47 tahun 	48 s/d 60 tahun 

Keterangan: 95 responden 

2 



Pertanyaan ke - I 

Apakah Anda pernah menyampaikan aspirasi terkait 
dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang- 
Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan 

Undang-Undang Badan Keahilan DPR RI? 
4% 

V 	Pernah 

1F11Tfl 

moo  
Keterangan: 100 responden menjawab 

Pertanyaan ke - 2 

Jika pernah, media apa yang Anda gunakan untuk 
menyampaikan aspirasi Anda? 

33% 

Melalui FGD atau diskusi kelompok terarah antara tim peneliti dan perancang 
undang-undang Badan Keahlian DPR RI dan Akademisi 
Media Sosial 

Melalui lomba legislative drafting. berkas yg lobs final dikirimkan ke DPR 
sbg salah satu aspirasi utk jadi bahan pertimbangan 

Keterangan: 9 responden menjawab 



Pertanyaan ke - 3 

Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat aplikasi 
SIMAS PUU sebagai aplikasi berbasis website untuk 

menjaring masukan masyarakat terhadap Naskah 
Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang 
disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan 

Keahlian DPR RI 

66% 

Keterangan: 100 responden menjawab 

Pertanyaan ke - 4 

Ya, saya mengetahui 

Tidak mengetahui 

4 



Pertanyaan ke - 5 

Pertanyaan ke - 6 

Setelah menonton videografis pengenalan aplikasi 
SIMAS PUU pada pertanyaan No. 3, menurutAnda, 

apakah SIMAS PUU mempermudah masyarakat untuk 
menyampaikan masukan terkait Naskah Akademik dan 
Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di 

Pusat Perancangan 

40 
	

0 Ya 

Tidak 
93% 

Keterangan: 99 responden menjawab 



Pertanyaan ke - 7 

Silahkan berikan kritik terhadap aplikasi SIMAS PUU saat mi dan saran 

No. Kritik dan Saran 

mengingat skrg eranya media sosial, mungkin penyebaran info 

1. melalul media sosial bisa menjadi salah satu jalan dan perlu untuk 

digalakkan supaya merambah kalangan masyarakat Iebih luas 

Terus memberikan edukasi tentang aplikasi ni kepada masyarakat 
2 

awam,karena banyak masyarakat yg belum tau tentang aplikasi ini 

Aplikasi SIMAS PUU tidak diketahul masyarakat luas, karena itu 

 diharap 	aplikasi 	ml 	harus 	lebih 	disosialisasikan 	terutama 	pada 

kalangan mahasiswa yang kebanyakan berfikiran kritis 

Aplikasi 	SIMAS 	Iebih 	disosialisasikan 	lagi 	pada 	masyarakat. 
 

Terutama bagi kaum milenial yang sudah melek akses teknologi 

Semoga aplikasi nya semakin balk berkat kerja keras dan inovasi 
 

dari Mbak Esther "gaksi" Putni 

 Lebih disosialisasikan lagi ke masyarakat 

 Semoga bisa mempermudah masyarakat 

Harapannya SIMAS PUU dapat diterapkan guna memperkuat 

pembetukan undang-undang 

 Apa bener siti bad riah kalau lagi balk jadi siti goodriah(?) 

 Sosialisasi 

Lebih disosialisasikan lagi ke masyarakat luas, agar masyarakat 
 

bisa turut berpartisipasi dalam Perancangan Undang-Undang 

Alangkah 	Iebih 	balk 	jika 	terdapat 	fitur 	yang 	memudahkan 

 masyarakat untuk mengetahui apakah terdapat tindak lanjut atas 

saran yang telah disampaikan melalui SIMAS PUU 

 Lanjutkan 

di Mobilekan gitu jadi aplikasi HP tersendini, orang-orang jaman 
14 

now kan gamau ribet ok! 



No. Kritik dan Saran 

15. Tidakada 

Aplikasi harus dimanfaatkan dengan benar karna anggaran sudah 
16 

ada!!! 

17. Udah oke koq mbak esther, mantab. 

Lebih disosialisasikan ke masyarakat. Agar UU dimasa depan 
18 

menjadi Iebih balk 

Harus 	di 	beritahukan 	kemasyarakat 	terkait 	aplikasi 	mi, 	agar 
19 

masyarakat tau bahwa adanya aplikasi tersebut 

Semakin Iebih balk lagi supaya masyrakat kita turut berpartisipasi 
20 

dalam membuat negara kita Iebih maju 

Kalau bisa jika ada jadwal FGD atau seminar dalam rangka 

 menyusun draft NA RUU disosialisasikan secara terbuka agar 

masyarakat bisa menyampaikan secara Iangsung. 

 sangatbagus 

 Sosialisasinya harus Iebih supaya dapat diketahul masyarakat 

Harus bermitra dgn mahasiswa atau stakeholder terkait sehingga 

partisipasi 	masyarakat 	dapat 	maksimal. 	Contohnya 	dalam 

kunjungan ke DPR pihak DPR sekaligus bermitra dgn universitas 
24 

yg melakukan kunjungan. (Kerjasama dengan Humas) 

Semangatt estherrrr 

25. Kata katanya yang singkat aja jangan panjang" 

Sosialisasi 	SIMAS 	sebaiknya 	Iebih 	massif 	sehingga 	dapat 
26 

diketahui masyarakat lebih luas 

Lebih di tingkatkan lagi dalam mendengarkan aspirasi rakyat jadi 

 daiam uu nya tidak hanya menguntungkan yang di atas saja tetapi 

untuk kepentingan bersama agar negara RI Iebih maju lagi 

 Sosialisasi bisa digencarkan lewat sosial media 

 Sebagai lembaga negara harusnya Iebih masif lago melakukan 



No. Kritik dan Saran 

promosi terkait keberadaan SIMAS PUU, entah menggandeng 

pubik 	figur/influencer, 	dan 	melakukan 	promosi 	ke 	beberapa 

media2 lain. Jangan sampai masyarakat baru peduli terhadap 

RUU saat RUU tidak penting/tidak substansial 

Seyogiyanya perlu menggandeng perguruan tinggi tidak hanya 

yang 	negeri 	tetapi 	juga 	khusus 	nya 	swasta. 	Untuk 
30 

menyebarluaskan simas puu ini. Apalagi dosen memiliki kewajiban 

untuk pengabdian masyarakat. 

Lebih 	disosialisasikan. 	Akan 	lebih 	baik 	kalau juga 	menyentuh 
31 

daerha dalam ebentukan produk hukum daerah 

 Iya 

Aplikasi mi sangat inovatif dan tentunya diharapkan dapat Iebih 

meningkatkan mutu kualitas pembentukan undang-undang agar 

sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sarannya ke 

depan adalah agar lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat 

 awam dan para generasi muda melalu, berbagai program seperti 

seminar atau workshop supaya aplikasi mi bisa tercapal kepada 

orang-orang 	yang 	membutuhkan 	aspirasinya 	untuk 	didengar. 

Penyediaan 	fasilitas 	juga 	perlu 	diadakan 	agar 	aspirasi 	yang 

sampai ke pusat bisa lebih merata. 

Perlunya di libatkan semua elemen masyarakat sangat membantu 
 

terciptanya UU yg sangat relevan dan berkesinambungan. 

ide yg sangat bagus,sayang sekali masyarakat bim mengakrabi 

simas puu tsb. Kedepan. .dgn adanya smmas puu inimasyarakat 
 

akan lebih mengerti dan memahami saiah satu "dapur" legislatip 

dan boleh ikut serta di dalam programnya. 

Ada laporan ketika saran dan aspirasi masyarakat sudah diterima 
36 

oleh anggota dewan 

37. Semoga 	lebih 	dipersumole 	dan 	semoga 	semus 	perundsng 



No. Kritik dan Saran 

undangan yang 	direncanakan 	akan 	dishare 	ke 	pubtik 	melalui 

media mainstream 

Aplikasi yang luar biasa. Hanya perlu waktu untuk sosialisasi ke 
38 

publik. 

39. Mohon banyak sosialisasi 

Kiranya aplikasi SIMAS PUU disosialisasikan Iebih masif Ig supaya 

Iebih tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat yg mau 

berpartisipasi. Aplikasi Simas PUU bisa mengubah pandangan 
40 

masyarakat 	mengenai 	adanya 	titipan-titipan 	pasal 	kelompok 

tertentu 	di 	DPR. 	Selain 	itu 	bisa 	mendorong 	pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang bottom up. Terimakasih. 

 Semoga semakin baik perundang undangan yang akan dibuat 

 Semakin diperbanyak informasinterkait aplikasi ini 

Lebih 	disosialisasikan 	ke 	instansi 	pemerintah/bumn/masyarakat 
 

/kaum milenial dalam kemasan acara yg menarik 

 Untuk sosialisasinya Iebih digencarkan lagi 

Sosialisasi SIMAS PUU sebaiknya juga harus dilaksanakan oleh 

 tim yang metakukan pengumpulan data dan uji konsep RUU ke 

daerah, karena tidak setiap daerah mengetahui aplikasi mi. 

 Layout yang menarik dan Iebih persuasif 

 belum coba, tp ide nya bagus 

Aplikasi SIMAS PUU menguntungkan bagi masyarakat apabila 

 ingin 	memberi 	masukan 	karena 	memudahkan 	proses 

penyampaiannya. 

Pentingnya menyebarluaskan ke masyarakat berbagai kalangan 

terkait hal 	ini, tp lbh 	penting 	lagi jika DPR mau mengedukasi 

 masyarakat terkait hukum dan perundang2an serta dampak dan 

adanya 	suatu 	aturansehingga 	masyarakat 	tidak 	hanya 

tahu,memahami,tapi juga mau menaati apa yg sudah diatur dalam 



No. 	 Kritik dan Saran 

perundang-undangan dengan sebagaimana mestinya 

 Mantab 

semoga kedepannya mi tidak hanya sebatas formil saja. tp  bener 
 

bener diimplementasikan sesuai dgn tupoksinya 

Narasinya lebih padat lagi dan intonasi naratornya Iebih semangat 

 karena tidak mengertib 

this is make it easier. I never knew that we can really involved in a 
 

government 

Semoga app nya lebih dikenalkan lagi kepada masyarakat, apalagi 

sekarang udh banyak pengguna smartphone sehingga informasi 
 

mudah diakses. 	mi saja saya baru tau beberapa hari setelah 

teman ngomong. 

Harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat umum 

agar mereka mengetahui tentang adanya aplikasi SIMA PUU mi. 
56 

Supaya 	kedepanya 	lebih 	banyak 	masyarakat 	yang 	bisa 

berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasinya. 

Lebih diperbanyak sosialisasi agar masyarskat luas dari sabang 

57. smpai merauke mengetahui aplikasi SIMAS dengan lisan ataupun 

dngan tulisan 

Sudah cukup baik untuk tampilan, dan memudahkan saya dalam 
58 

memahami konteks. 

Terkait 	pemberitahuan 	atau 	penyebaran 	informasi 	mengenai 

aplikasi 	mi 	harus 	lebih 	diperluas 	lagi 	agar 	semakin 	banyak 
59. 

masyarakat yang mengetahui bahwa mereka juga dapat berperan 

dalam mewujudkan pembentukan perundang-undangan 

mohon lebih update lagi terkait naskah akademik dan rancangan 

undang-undang 	yang 	sedang 	disusun 	dan 	lebih 	masif 	lagi 
60 

sosialisasi ke masyarakat supaya terwujud pembentukan undang- 

undang yang partisipatif, transparan dan akuntabel 

Keterangan: 60 responden menjawab 

10 



LAMPIRAN X111 
SURAT UNDANGAN SOSIALISASI AKTUALISASI PENULIS PADA 

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG SEKRETARIAT 
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 



PI(L J AKIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE: www.dpr.go.id  

Nomor 	: 'h? /PU/08/2019 	 21 Agustus 2019 
Sifat 	S Biasa 
Derajat 	Segera 
Perihal 	: Undangan Rapat. 

Yth. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang 
Jakarta 

Bersama mi kami beritahukan dengan hormat, bahwa CPNS di Pusat 

Perancangan Undang-Undang Badan KeahUan DPR RI akan mengadakan 

sosialisasi kegiatan aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil Angkatan II, Golongan 3, Tahun 2019. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak untuk hadir 
dalam rapat yang akan dilaksanakan pada: 

Han, tanggal 	: Senin, 26 Agustus 2019 
Waktu 	 Pukul 08.00 WIB s.d. 09.00 WIB 
Acara 	 : SosaIisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Tahun 2019 

Tempat 	 : Ruang Rapat Kapus PUU, Lt. 7, Gedung Setjen dan 
BK DPR RI, JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. 

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran 

Bapak guna memberikan arahan dan masukannya. 

Demjkian untuk menjadi makium, atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami 
mengucapkan terima kasih. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Pusat Perancangan Undang-Undang, 

Fahmi Asy'ari, S.Sos. 
NIP. 19680615 199003 1 007 



g 	 rdct I IktcIM I JtNLThKAL UAN LSAUAN PLAHLJAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/5715 925 WEBSITE: wwwdprgo.id  

Nomor 	: 	/PU/08/2019 	 23Agustus2019 
Sifat 	: Biasa 
Derajat 	: Segera 
Perihal 	: Undangan Rapat. 

Yth. 1. Koordinator Bidang 
Mentor Latsar CPNS 2019 
Perancang Undang-Undang 

di Linqkunqan Pusat PUU BK DPR RI 
Jakarta 

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa CPNS di Pusat 
Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan 
sosialisasi kegiatan aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai 
Negeri Sipil Angkatan II, Golongan 3, Tahun 2019. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir 
dalam rapat yang akan dilaksanakan pada: 

Han, tanggal 	Selasa, 27 Agustus 2019 
Waktu 	 S Pukul 0900 WIB s.d. selesai 
Acara 	 Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Tahun 2019 
Tempat 	 : Ruang Rapat 714, Lt.7, Gedung Setjen dan BK DPR 

RI, JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. 

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara guna memberikan arahan dan rnasukannya. 

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaan Saudara, 
kami mengucapkan terima kasih. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Pusat Perancangan Undang-Undang, 

Fahmi Asy'ari, S.Sos. 
NIP. 19680615 199003 1 007 



LAMPIRAN XIV 
DAFTAR HADIR DAN LAPORAN SING KAT RAPAT SOSIALISASI 

AKTUALISASI PENULIS 



DAFTAR HAD1R 

Han, Tanggal 	: Selasa, 27 Agustus 2019 

Tempat 	 R. Rapat 714, Pusat PUU, Setjen dan BK DPR RI 

Pukul 	 09.00 sld selesai 

Agenda Kegiatan : Sosialisasi Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 

RI Angkatan II Tahun 2019 pada Unit Kerja Pusat 

Perancangan Undang-Undang 
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Tanda 
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DAN Rot 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

LAPORAN SJNGKAT RAPAT SOSIALISASI KEGIATAN AKTUALISASI 
DALAM RANGKA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
ANGKATAN II, GOLONGAN 3, TAHUN 2019 PADA UNIT KERJA PUSAT 

PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 

TahunSidang 2019 

Masa Persidangan V (Jima) 

Triwulan : 	 III 	(tiga) 

Rapat ke : 	 I (satu) 

Sifat : 	 Terbuka 

Jenis rapat : 	 Rapat Sosialisasi 

Han, tanggal Selasa, 27 Agustus 2019 

Pukul 09.00 - 12.00 WIB 

Tempat : 	 Ruang Rapat 714, Lt.7, Gedung Setjen dan BK DPR 
RI, JI. Jend Gatot Subroto, Jakarta Pusat 

Ketua Rapat Ricko Wahyudi, S.H., M.H 

Hadir 33 orang (tenlampir) 
Acara : 	 Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi "Optimailsasi Program 

Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang- 
Uridang 	(Sirnas 	Puu) 	Guna 	Mewujudkan 
Pembontukan 	Undarig-Undang 	Yang 	Partisipatif. 
Transparan, Dan Akuntabet' 

I. PENDAHULUAN 
Rapat pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 dibuka pukul 09.00 
WIB oleh Ricko Wahyudi, S.H., M.H. selaku ketua rapat. 

Adapun agenda rapat adalah sosialisasi kegiatan aktualisasi peserta 
latsar CPNS angkatan II tahun 2019 pada unit kerja Perancangan 
Undang-Undang Badan Keahilan DPR RI atas nama Esther Putri 
Lasmaida Panjaitan, S.H. 



II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 
- 	Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H memaparkan hasil pelaksanaan 

aktualisasinya yang berjudul "Optima/isasi Program Partisipasi 
Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (S/MA S PUU) Guna 
Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif, 
Transparan dan Akuntabef'. 

- Terdapat masukan dari beberapa senior Perancang Undang-Undang 

terhadap aktualisasi Penulis, antara lain sebagai berikut: 

No. I 	Nama 	Jabatan 	 Masukan 

Dr. Inosentius Kepala 	Pusat Sangat membantu optimalisasi 
Samsul, S.H., 1 Perancangan 	1 aplikasi SIMAS PUU, agar 
M.Hum Undang-Undang dibantu kawal publikasi 

aplikasi SIMAS PUU menjadi 
berkelanjutan dan tindak lanjut 
SIMAS PUU berjalan dengan 
baik. Videografis SIMAS PUU 
wajib dipublikasikan setiap 
ada kunjungan ke daerah. 

Wiwin 	Sri Perancang 	Sudah sangat baikdanjelas, 
Rahyani, S.H., Peraturan 	agar 	 ditindakianjuti 
M,H. 	 Perundang- 	rekomendasi 	yang 	telah 

Undangan Madya disusun. 
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[No. Nama 	JabatanF Masukan  

- 
-  Arrista 	Perancang Proyek 	aktuaHsasi 	sanga 

Trimaya, S.H. 	Peraturan baik, 	milenial, 	inovatif 	dan 
M.H. 	 Perundang- breakthrough. 	Perlu 	ada 

Undangan Madya penunjukkan 	admin 	aplikasi 
SMAS PUU yang tetap 

 Titi 	Asmara 	Perancang Diintegrasikan dengan aplikasi 
Dewi, 	S.H., 	Peraturan DPRNOW. 
M.H. 	 Perundang- 

Undangan Muda 

 Kuntari, 	S.H., 	Perancang Perbaikan 	penempatan 
M.H. 	 Peraturan kegatan 5  (jima) dan 6 (enam) 

Perundang- yang tertukar. 
Undangan Muda 

 Perancang 
Zagiu 	Peraturan 

Penegasan 	 kapan 
pengunggahan 	urgensi 	dan 

Rahrnan, 	Perundang- draft 	konsep 	awal 	NA dan 
S.H., M.H. 	Undangan Madya RUU 	yang 	akan 	diunggah 

pada aplikasi SIMAS PUU. 

 Raden 	Perancang Pengajuan akses admin super 
Priharta 	Peraturan pada aptikasi SIMAS PUU. 
Budiprasetya 	Perundang- 
Ekalaya P. Y., 	Undangan Muda 
S.H., M.Kn. 

III. KESIMPULAN 
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum selaku kepala Pusat Perancangan 
Undang-Undang Badan Keahlian DPR dan Para Perancang Undang-
Undang mengapresiasi dengan balk proyek aktualisasi Penulis dan 
akan menindakianjuti rekomendasi dan kegiatan-kegiatan yang telah 
Penulis selesaikan demi terwujudnya pembentukan undang-undang 
yang partisipatif, transparan dan akuntabel. 
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IV. PENUTUP 
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB oleh Ketua Rapat. 

Jakarta, 27 Agustus 2019 
Ketua Rapat, 

Ricko Wahyudi, S.H., M.H 
NIP. 197802082002121005 



Daftar Penerimaan Sosialisasi 

Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Angkatan U Tahun 2019 pada 

Unit Kerja Pusat Perancangan Undang-Undang 

No. 	 Nama 

Woro Wuaningrum, SF1., M.H. 

Jabatan 
Peraricang PUU 

Tanda Tangan 

Madya 1 

Arrista Tri m aya, S.H. M.H. 
Perancang FUU 

Atisa Praharini, S.H., M.H. 
Peraricang PUU 

Madya  

Madya  

AanAndrianih. S.H., M.H. 
Perancang PUU /1 

Madya  

 Nita Ariyulinda, S.H., M.H. 
Perancang PUU 

Madya  

S. Chairul Umam, S.H., M.H. 
Perancang PUU 

Madya  

Ricko Wahyudi, S.H., M.H. 
Perancang PUU 

Madya  

 Bagus Prasetyo, S.H., M.H. 
Peraricang PUU 

Madya  

9 Teguh Nirmala,SH 	M H 
- PeraricangPUU 

 

 Yeni Handayani, S.H., M.H. 
Perancang PUU 

Madya  

 Laily Fitriani, S.H., M.H. 
Perancang PUU 

Madya  

Mardisontori, SAg., LLM 
Perancang PUU 

I --  Madya 

Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. Perancang PUU 
Mad ya  J4' 

AkhmadAulawi S.H., M.H. 	
Perancang PUU 

Madya  

ArifUsman, S.H., M.H. 
Perancang PUU 

Madya  

Khopiatuziadah, SAg., LLM Perancang PUU 

Madya  

Zaqiu Rahman, S.H., M.H. 
Perang PUU 

____ 	____ 	- 

S. H 18 RachmatWahyucHidayat PeraricangPuU 
Madya  

Kuntari, S.H. 
Perancang PUU  

Raden Priharta Budiprasetya 
Muda 

Perancang PUU  
 

_____ 	Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn. - 	 Muda 



Yudarana Sukarno Putra, S.H Perancang 
Muda 

 Titi Asmara Dewi., S. H., M.H. 
Perancang PUU 

Muda 
Perancang PUU 

. 	( 
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 Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. 

Laksmi Harundani, S.H., M,Kn, 

Muda  

 Perancang PUU J 	- 
Muda  

 Nova Manda Sari, S.H., M.H. 	
Perancang PUU j 

Pertama 
Uisan Badruni Nasution, S.Sy, 	Peraicang 

Pertama 

Yanuar Putra Erwin, S.H. 	
Perancang PUU 

Pertama 

 Sindy Amelia, S.H. 	 Perancang Puu 	(79, 
Pertama 

Yuwinda Sari Pujianti, S.H. 	
Perancang PUU  

 
Pertama 

 Agus Priyono, S.H. Perancang PUU 

 Apriyani Dewi Azis, S.H. 

- - 	Pertama 
Perancang PUU 

Pertama 

Christina Devi Natalia, S.H. Perancang PUU 
Pertama 

Maria Pnscyla Stephfanie 	Perancang PUU   
FlorencaWinoto, S.H. 	 Pertama 
Stephanie 

34 	 e ecca Magdalena 	Perancang PUU 
R. Purba., S.H., M.H. 	 Pertama 

Tommy Cahya Trinanda, S.H. 	
Perancang PUU 

V Pertama 

 Achmadudin Rajab, S.H. M.H Perancang PUU 
Pertama 

 Febri Liany., S.H., M.H. Perancang PUU 
Pertama 

 Sutriyanti. 	S.H., M.H. Perancang PUU 	f 	/ 
Pertama 

Perancang PUU  K. Zulfan Andriansyah, S.H. 
Pertama 

 M. Nurfaik, S.H.I. 	 Perancang PUU  
Pertama 

Muhammad Yusuf, S.H 	 Perancang PLIU 
Pertama 

 . 

 Olsen Peranto, S.H. 	 PerancangPUU 
Pertama 

 Meirina Fajarwati S.H. 	 Perancang PUU 
Pertama 



I Noor Ridha Wicyani, S.H. 
Pertama 

 Aryudhi Permadi, S.H.: M.H. 	
Caon Perancang 

PuU  

Asrna' Hanifah. S.H. 	
Calon Perancang 	' 	 /7  

PuU 

 Noval All Muchtar, S.H. 
Calon Perancang 

Puu 
 Shintya Andini Sidi, S.H. 

Aryani Sinduningrum, S.H. 

Calon Perancang  
Puu  

 Calon Perancang 
PJU  

 Dahlia Andriani, S.H. 
Calon Perancang M 

PUU 



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
	

COACH Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATANL. 

Nama 	: Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H Nama Coach: Dr. Fitriani, AP., M. SL 
Instansi 	Pusat Perancangan Undang-Undang 	- 	 - 
NIP. 	: 199606232019032002 

No 	
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(*) Pembimbingan yang sah 
adalah pembimbingan yang 
ditandatangani oleh Coach 

Kepala Bidang Pelaksanaan 
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI 

Rusmanto 



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATANJL 
TAHUN 2019 

Nama 	: Esther Putri L. Panjaitan, S.H 	Nama Mentor: Ricko Wahyudi, S.H., M.H 
Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang 
NIP. 	.199606232019032002 
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- Tanggal 	Isu Permasalahan yang 	Media 	Rekomendasi 	Tanda Tangan 
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Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II 
TAHUN 2019 

Nama 	: Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H Nama Coach: Dr. Fitriani, AP., M. Si. 

Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang 
NIP. 	199606232019032002 
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(*) Pembimbingan yang sah 
	

Kepala Bidang Pelaksanaan 
adalah pembimbingan yang 

	
Pusdikiat Setjen dan BK DPR RI 

ditandatangani oleh Coach 

Rusmanto, S'3- I., MH 



:JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN SEKRETAR1AT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
- 	

•Ip_'z. 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : wwwdpr.go.id  

SURAT PERMOHONAN IZIN 

Yth. 

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi 

u.p Kepaa Bagian Kepegawaian 

Di temoat 

Yang bertandatangan di bawah ni 

Nama 	 . 

NIP 	 . 

Pangkat/Golongan . 

Jabatan . 

Unit Kerja 

Dengan ni 	mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kerja seIama... ......pada 

hari.. ,tanggaI.1/./.t9.,dengan alasan yaitu..!' 
at 	 (tjw& 

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. 

Jakarta. 	............................................ 

Menyetujui/Tldak Menyetujui *) 
	

Hormat kami, 

Kepala Sub Bagian TU 

Perancangan Undang-Undang 

NIP. 	 oo?O7 
	

NIP. 	21OLS 


